NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH

by Anis Mashdurohatun

Submission date: Z2-Feb-2018 0907PM {UTC+0800)

Submission ID: 1081523820

File name: HASKAH_AFADENE RANCANGAN_FERATURAN DAERAH pof {1.98M)
Word count: 12476

Character count: 85428



Dr. Maryanto, 5.H., M.H.
shdurohatun, $.H., M. Hum.

NASKAH AKADEMIK

WA 1 PEMUKIMAN PENDUDUK
- KOTA SEMARANG

UNISSULA PRESS




MNASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENATAAN TOKO MODERN DAN
PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA KECIL RITEL DI
WILAYAH PEMUKIMAN PENDUDUK KOTA SEMARANG

Dr. Maryanto, 5.H., M.H.
Dr. Anis Mashdurohatun, 5.H., M.H.

UNISSULA PRESS




NASKAH AKADEMIE RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PENATAAN TOKO MODERN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU
USAHA KECIL RITEL DI WILAYAH PEMUKIMAN PENDUDUE KOTA
SEMARANG

Penulis:
Dr. Maryanto, 5.H., MH,
Dr. Anis Mashdurohatun, 5 H., M.H.

Desain sampul dan tata letak:
Dwi Riyadi Hartono
Image sampul by Google

Hak dipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Cetakan Pertama:
Agustus 2018

Penerbit:

UMISSULA PRESS

Universitas lslam Sultan Agung

JI. Raya Kaligawe KM.4 Semarang (50112)
Jawa Tengah, Indonesia

Telp. (024) 6583584

Fax, (024) 6582455

I158MN.; 978-602-1145-79-1




KATA PENGANTAR

Tumbuh dan berkembangnva toko modern di walavah
pemukiman penduduk merupakan sebuah konsckwensi dari schuah
proses pembangunan. Namun tumbuhnya toko modern tersebut telah
menyvebabkan matnyva banyak pelaku usaha kecil rtel di wilavah
pemukiman penduduk.  Berdasarkan laporan jurnalistik diketahui
bahwa terdapat sckitar 500 toko modem di kota Scmarang namun
300 diantaranya adalah illegal.

Banyaknya pelaku usaha kecil ritel vang gulung tikar akibat
kalah bersaing dengan toko modern telah menyebabkan bertambah
banyaknya angka pengangguran dan semakin banyaknya jumlah
penduduk miskin serta semakin mengangganva gap antara 1 Kayva
dengan si miskin, karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin
menjadi semakin miskin. Hal vang demikian apabila udak segera
disadarai olch pemerintah melalui penatasn toko modem dan
pemberdavaan pelaku usaha Keal rite] di wilayah perkampungan
maka akan menyvebabkan terjadinva keresahan sosial schagai akibag
bertambah banyvaknva pendoduk miskin, Bisa dibayangkan bahwa
tidak mungkin sebuah toko modem mampuy menampung jumlah
individu yang butuh sandang. pangan dan papan serta menampung
tenaga kerja dari schuah rumah tangga vang tadinva scmua
kebutuhan  hidupnyva  mampu  dipenuhi oleh  sebuah  toko
rakvat/pedagang tradisional vang kemudian harus gulung tikar
akibat persaimgan vis (o vis dengan toko modem.
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Berdasarkan gamnbaran terscbut di atas, Pemenintah Kota
Semarang  berusaha melakukan pepataan  toko modern  dan
pemberdavaan pelako usaha kecil mitel melalu sebuah Rancangan
Peraiuran Dacrah ientang penataan icko modern dan pemberdayaan
pelaku usaha kectl ritel di wilavah pemukimam penduduk schaga
sebuah usaha untuk memberikan rasa keadilan vang sama diantlara

pelaku usaha.,

Maskah akadermik vang disusun it merupakan schuah
tclaah sccara akademik vang mencakup dimensi Nlosofis, yuridis.
dan sosiologis vang selanjutnya dijabarkan dalam poin-poin maten
vang hams dicakup dalam  Rancangan Peraturan Dacrah tentang
penataan toko modem dan pemberdavaan pelaku usaha kecil ritel di
wilayah pemukimam penduduk.

Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada
semua pihak vang telah memberikan masukan haik berupa kntik

maupun saran schingga naskah akademik ini tersusun.

Tim Penvusun Naskah Akademik
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BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Schagai landasan dalam menjalankan demokrasi ckonomi
&aﬁaimam tersurat di dalem Pasal 33 Avat (4), Pasal 33 ayat (1)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 elah
menggariskan secara legas bahwa paham ckononomi yang harus
dijalankan adalah paham vang didasarkan pada asas kebersamaan
dan asas kekeluargaan, Berdasarkan paham  terscbut  maka
kepentingan masyarakat haruslah menjadi umpuan utama, tetapi
dalam perjalanan bangsa Indonesia ke depan paham ini telah
diganiikan oleh paham vang lebih menguiamakan kedaulatan pasar.

Sclain tidak scswai dengan paham  kebersamaan  dan
kekclnnrgaﬁ ternvata jalannva roda perckonomian juga telah
bergeser dari  twjuan  akhir  dibenknya negara  Indonesia
sebagaimana vang ditetapkan dalam alinea keempal Pembukaan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 vang
berbunyi scbagai berikut :

4]
“Kemudian dan pada itu untuk membeniuk suatu Pemenntah
Megara  Indonesia  yang melindungi  sepenap  bangsa
Indoncsia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajuban kesgjahteraan wmum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia vang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sesial, maka disusunlah  Kemerdckoan  Kebanpgsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara
1




Indonesia, vang terbentuk dalam suatu susunan Negara

Republik Indonesia vang berkedaulatan rakyat dengan

berdasarkan  kepada Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusinan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia

dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

dalam  PermusvawaratanPerwakilan, serta  dengan
mewujudkon suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyvat

Indonesia, ”

Kalimat vang terdapat dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Megara Eepublik Indonesia 1945 tersebut secara jelas dan
icgas menggambarkan cita-cita Indonesia pada masa depan yang
bermartabal dan berkeadilan, Guna mewujudkan hal tersebut, maka
bangza Indonesia haruslah menjadi bangsa vang mandini di segala
bidang. terutama kemandirian di bidang ckonomi karcna bidang
ckonomi menjadi penvangga ulama kemakmuran dan kemandirian
bangsa, Tanpa kemandirian ckonomi, maka akan selamanya bangsa
vang besar ini menjadi obyvek dari bangsa lain untuk diperebutkan
kekavaan alamnya maupun jumlah penduduknya vang relanf’ besar
sebagai pasar dan produk bangsa tersebut. Keadaan vang demikian
jelas terlihai pada saal ini. dimana schagai negara agrans ternyata
scbagian besar bahan pangan kKita tergantung dar negara lain, hal
mana memiliki potensi besar untuk dipermainkan olch negara lain
dan cenderung mendidik penduduk negert ini tidak produktif namun
akan menjadikan semakin konsumtif,

Di era perdogangan bebas seperti saat ini, kemakmuran suata
bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan menjalankan roda
perckonomian yang dilakukan olch para pedagang. Di Indonesia
para pedagang ini sering dizebut sebagai pelaku usaha vang berdasar
2




Pasal 1 Eﬂdmgﬂmdung Momor 3 1ahun 1999 Tentang Larangan
Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, y
selanjutnya  dischbut W Undang-undang Persaingan Usaha,
didefinisikan scbagai  setiap orang atou badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilavah hubum
negara Republik Indonesia, baik sendini maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelengparakan berbagai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi.’

i;'.;m pelaku usaha ini berdasarkan Undang-undang

Usaha tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 kel k.

vaitui pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha
kecil. Adapun menurut undang-undang Momor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecill dan Mencngah: pelaku psaha
diklazifikazsikan menjadi empat kelompok, vaiu pelaku usaha mikro,

LU Antn Monopol atau UL Persangan Usaha merupakan kelengkapan hukum
vang diperlukan dalam suatu perckonomian yang menganut mekanisme pasar agar
tidak tenjadi prakick-prakick monopoli vang txlak schat. Peraturan imi diperlukan
uniuk menjamin agar kebebasan bersamg dalam perekenomian dapat berlangsung
tanpa hambatan. Indonesia yang sering dikatakan menganar falsafah ekonomi
Pancasals, di dalam prakiek temtama sejnk orde baru telah bemar-benar
me‘l:-l:slruk:n mekanisme pasar vakni jalannya perekosomizn di dosarkan pada

per bl.rms-jln {Susanly Ady
Mugroha, Hr.ll.'rlm Persmingan Usaha of fndonesia, Pushtbang Thklat Mahkamah
Agung RI, Jakasta 2001, Blaw 1)

¥ Kegialan ckonomi adalah seranghkaian kegialan vang bersifal simulian,
kamprebensif dan terus menenus yang diakukan odeb pelaky ckonomi dan pada
umimnya mehbatkan banyak pibak dan banvak oramg.  Sn Rejeki Hartono,
Hudvenr Ekewrami fridbnicsia, Bava Media Pablishing, Makang 2007, blm. 119-121
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kecil, menengah, dan besar, Sclain klasifikas: vang berbeda antar
peraturan perundang-undangan juga terdapat persepsi vang berbeda-
beda wentang apa vang dimaksud dengan pelaku usaha kecil diantara
lembagafinsiansi pemeriniah. Schingga kebijakan vang diambil
cenderung berlebihan namun tidak efektif, hingga kebijakan menjadi
kurang komprehensil, kurang terarahb, sera bersift tambal sulam.
Kebijakan vang bersifat tambal sulam membuat tidak adanyva
kesinambungan dan konsistensi dari peraturan dan pelaksanaannya.
Salah satu pembenahan utama vang diperlukan adalah dari aspek
regulasinva. Meski banvak vang terlibat dalam pengembangan UKM
oleh instansi negara, namun banyak diwamai banyak isu negative
terhadap instansi-instansi terscbut misalnya politisasi  terhadap
Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM) seria pembenan dana
subsidi yang tidak jelas dan tidak terarah. Demikion juga kewajiban
BUMMNuniuk menvisihkan labanva 1-5 % juga tidak dikelola dan
dilaksanakan dengan baik dan kebamyakan BUMM - memilih
prosentase terkecil vakni 1 %.7

Berikut beberapa kriteria pelaku usaha kecil. vang disanikan
dari berbagai sumber.

' Darminte Harions dan Benol Raja Purba, Policy Bacgronnd Paper Perimgkararn
kapoatas Peoosinms Kredit Bagd URM df Deeral, [ R lakarta 200135, hlm
9.10,
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Tabel 1.1

Kriteria Pelaku Usaha Kecil Berdasarkan Ketentuan Dan Berbagai

Instans
Kriteria Pefaku Uisaha Kecil berdasar
HNo Lembaga B W ﬁﬁurﬂn@m
1 | Kementran memiliks - DANG-
Koperas: bersih M Mo, 20
R0 juta - Rp,
500 hifa tdak mm
hangunan lempal
wsaha, Memilik
hasal penjualan
tahunan Bp 300 juts
- Bpe 2.5 milyar
2 | Biro Pasat . UK adentik -
Kiatesik dengan
indmstri keeil
{ pekerja 519
2} dan
Inchestei
Runsah tangga
{pekera 14
ofEng)
3 Departemien | Penpualan'omisel - Kepatusan Menkeu
Keuangan periahen maks Bp. HNomor
GO0 Juta talak IKME.O01619
termawok tanah dan G o
hangunan yang STIEMELDYY
4. | KPPU - Lsaha kecil
ferschut bukan
mentpakan :
1. cabang sehunh
penasahaan
menengnh
dan/atay besar
2. anak sehuak
perasahaan
menengah
dan’alan besar
Peraturan KPPL
W09 Tahun 2001

&




(KADIN}

Modal kurang dars
Rp. 25 juta

1. Bidang lndustn
memiliki milai
mesin dan perlatan
kurnng dan Bp. 100
Juta

2. Badang
perdagangan eceran
mvemaliki milai
perssdiaan dan
lempal usaha
Lurang dan Rp, 25
Juta,

3. Balang
pelemakan
memiliks milai
temnak kurang dan
Rp. 75 putn slou

4. Budang jasa
mvemiliki milai
perssdiaan, mesin,
peralatan serin
lempal usaha
kurang dary “p 2%
Jula

5. Badang
Konstruks
meemiliks
kemampuan
pqﬂmrous bur.'ls
Rp. 1040 juta
sebagai pemborong
tanggal wntk 4
bulan

Terdapat berbagai
hatasan vang
berbeda umtuk
berbagan bidang
/mit usaha

Hank
Indonesea

Blemilikn asset
maksimal Rp. 600
Juta

Departemen
Permdustria
n

Bemiliky asser
maksimal Rp. 600

Sumber : Disarikan dari berbagai sumber/instansi




Adanva beberapa klasifikasi pelaku usasha kecil vang
berbeda dani berbagai undang-undang dan perbedaan pengeriian
{definisiy' antar lembaga pemerintah lentang siapa vang dimaksud
dengan  pelake  usaha  kecill  menjadikan  berbeda pula
lembagakementrian mana yang harus bertanggung jawab terhadap
pembinaan pelaku usaha kecil tersebut®, karena masing-masing
lembagadkementrian akan bertindak secara cgosckioral dan tanpa
koordinasi dalam kerangka memenuhi kewajiban yang menjadi
tugasnva berdasarkan peraturan perundangan,® schingga akon
menvebabkan potensi ckonomi tidak berkembang sesesual vang
diharapkan dalam rangka menunjang kemakmuran bangsa, hal mana
akan mgpvebabkan wjuan dari didinkannya negara schagimana
tersurat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1943 werscbut sulit terealisasi,

* Definisi merupakan konsensus terbadap entitas UKM sechagni dasar formulass
kebuynkan vang akan dinmbil, schmggn pabing txlak, ada dun tujian dari definiss
vang jelas mengenm ukm Yakn perfama antok tujuan administratif sera ke dua,
mjan yang berkaitan dengan pembinaan { Germen Agency For Techmical
Coarporaiion 2002, dalam Dammto, Mhid him,12)
* Schagni contoh di sini dapat dikemukakon hal sebagai berikut © berdasarkan
pernyaiaan dan Depati Pengembangan dan Restrukitsnsasi Kementran Koperasi
menyatakan bahwa pelaku wsaba kecil dan menengah yang akan mendapatkan
kemudahan akses permodalan adalab mercka vang memiliki IUME (lpn Usaha
Mikro Kecil) dan kementnan Koperas, tetaps Pasal 24 UU No. 7 Tahun 2014
menyatakan hahwa pelaku usaka vang melakukan kegiatan usaha perdagangan
wajib memiliki perijman - sehagni syarst mendapatkan [slitasi- i bidang

vang diberikan oleh menten. Menteri duani berdasarkan UL 7 /2004
adalah Menteri perdagangan (Pasal | pomt 28), pada ssi vang lun menunst
Peraturan Presiden Mo, 98 Tahun 2004 Tentang Perijinan Unnzk Usaha Mikro dan
Kecil Pasal 3 Ayat 2 msenyaiakan bahwa IUME ditemtukan oleh pemda kab'koia
dengan berpedoman pada peraturan Menten dalam negen
* Shujiro Umata, Palicy Recommendation for SME Promotion i The Republic OF
Tncdeunesiar, Jul:u' 26, 2000, klm. 154
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CGuna lehih mendukung pernvataan tersebut di atas, perlu
pula dicermati ketentuan Pasal 24 Avat (1) Undang: £ Momor
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa pelaku
usaha vang melakokan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki
perijinan di bidang perdagangan vang diberikan oleh Menteri,
Berdasarkan Pazal 24 wersebut dapat diketahui bahwa semua pelaku
usaha, baik besar, mencngah, maupun kecil wajib memiliki ijin
dalam arti semua pelaku usaha diperlakukan setara.” Tanpa memiliki
ijim maka pelaku uwsaha terscbut tidak akan mendapatkan
perlindungan dan pemerintah vang zalah satunva berupa fasilitas
untnk medapatkan kemudahan kredit dari lembaga kevangan seria
fasiltas lainnya misalnya pemeran dagang dan pemasaran,

Sclanjuinva pada Pasal 24 Axat (2) menvatakan bahwa
menteri dapat melimpahkan ataw  mendelegasikan  pemberian
perijinan  kepada pemerintah  dacrah  intansi  teknis  tertentu.
Berdasarkan pengalaman maka pendelegasian kewenangan kepada
daerah ini akan menimbulkan adanyva kebijakan perdagangan vang
berbeda antar dacrah sebagaimana kebijakan persaingan usaha vang
kemudian berakibat pelaku usaha kecil semakin lemah dan tidak
dapat sejajar dengan pelaku wsaha lainnya karena &pcrhkukau
setara dengan pelaku usaha lainnya dalam arti semua pelaku usaha
kecil, pelaku wsaha menengah, dan pelaku usaha besar diberikan

T Berdasar informasi dan Depuii Pengembangan dan Resimbiunsas: Kemenkop
pada saat imi di Indonesia terdapat 56,5 Juta UME dan bam 200 UME vang punya
ljm Usaha Mikro Kecil (pwa Pos, 15 Sepotember 20153 Hal ini menunjukkan
banyaknya pelaku usaha kecil yang belum terlindungi
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kebebasan untuk melakukan persaingan usaha di semua wilayah
Indonesia tanpa adanya pemisahan atau perbedaan wilavah
operasional.

Disis lam Pasal ﬂ?rldang'undanu Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 1elah mewajibkan negara uniuk menyediakan
pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada tiap-tiap warga
negara. Untuk mengemban kewaiiban tersebut tidak lain bagi negara
adalah menyediakan sarana vang cokup demi Lercapaimya kedua
tujuan lerscbhut, vakni schagaimana ternulis ﬁ!l Pembukaan
Undang-undang  Dasar Megara Rﬁpnbllkdndﬁm 1945 dan
sebagaimana pula tersurat dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar
Nepgara Republik Indonesia 1945, Menvediakan sarana vang cukup
di sini salah satunva adalah di bidang hukum, dimana hukum yang
dihasilkannyapun harus mampa menjawab kedua embanan tersebut,
vaibu hukum vang mampu menjawab kebuiuhan warga negara
sehagai bagian dari pembangunan bangsn, Untuk ini produk hukum
“termasuk hikum ckonomi- hams beronentasi pada cita hukiiim
bangsa Indonesia, vakni Pancasila.

Peranan hukum dalam pembangunan ckonomi  bangsa
sangatlah penting karena hukum dapat digunakan sebagan alat untuk
mempromosikan  efisiensi  ckonomi.  Apabila  hukum  dapat
digunakan scbagai alat seperti itu, hukum akan mampu menjaga
kestabilan perckonomian nasional menuju cita<cita schagaimana
vang iclah ditetapkan oleh para pendin bangsa. Hukum vang solid
dan lerintegrasi seria terkoordinasi akan berfungsi membantu negara

9




don masyarakat mencapai cita<cita. Monopoli vang dilakukan
berdasarkan undang-undang dapat diajukan sebagai contoh di sini.
Ide monopoli mungkin bdak wepat di han schagian besar kaum
idealis, dalam hal ni hukum dapai difungsikan schagai alai uniuk
memastikan bahwa praktik-praktik monopoli tidak sclalu bumk
karena praktik monopoli di sektor-sekior tenentu dapat dibenarkan
ketika berhubungan crat dengan kepentingan rakyat dan terkait
langsung dengan keamanan/periahanan negara.

Hukum yang kondusif bagi pembangunan  ckonomi
gsedikitnva  harus  memenohi  lima  svaral  vakm  stabiliny,
predictability,  fairmess,  edweative.  dan kemampuan  uniuk
meramalkan  bagaimana  berfungsinya sistem chonomi,
Predictability diperlukan  oleh svatu negara vang masvarakainya
untuk pertama kali memasuki hubungan ckonomi yvang berada di
luar lingkungan sosial tradisionalnva. Stabilitas memiliki makna
bahwa hukum memiliki potensi untuk menjaga keseimbangan dan
mengakomodasikan  kepentingan-kepentingan  vang  saling
bertentangan, Sedang aspek keadilan (favrmess) diperlukan untuk
memelihara  mekanisme pasar dan mencegah  birokrasi vang
berlehihan * Syarat educarive dimaksudkan scbagai suaty keadaan
dimana masvarakal harus memahami bahwa hukum akan mampu
berkontribusi dalam bidang pembangunan ekonomi apabila hukum

£3
! Erman Rajagubguk. Peranos Sk Poda Era
Erfobatises, Pidato Peagubuhan Guni Besar. dalam MH_ Perem dan
“apek Hultwn o Pensbangunon Efomoot, Alueni. Bandung 2010, Him. 2
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tersebut mampu mewadahi kepentingan masyarakat yang berupa
stebility. prediciability dan foirmess.

Beberapa syarat hukum vang kondusif bagi pembangunan
ckonomi scperli vang discbuikan di atas, fofrmess menduduki
ranking uwtama, Karena ketiadaan standar mengenai apa yang
dianggap adil merupakan masalah besar  bagi negara-negara
berkembang. Dalam jangka panjong ketiadaan standar mengenai
keadilan ini  dapat menjadi  penyebab  hilangnya  legitimas
pemerimigh. Kergsahan sosial  vang menghambat keberhasilan
pembangunan di negara-negara berkembang tidak terlepas dan
hilangnya makna keadilan di tengah-tengah masvarakat vang dalam
beberapa hal mungkin akan menyvebabkan hilangnya wibawa
pemenintgh bahkan dapal menjatuhkan pemenntah vang scdang
berkuasa,

Hilangnva makna keadilan imi terutama dirasakan oleh
scbagian besar masyarakat Indonesia dengan semakin kuatnya arus
globalisasi® di segala bidang terutama di bidang ckonomi. Melalui

* Istilab Globalisas:, pertama kali digunakan olch Theodore Levint tahun 1985
vang menunjuk pada politik-ckonomi, khususnyva poliik perdagangan bebas dan
Efoksi keuangan Memumit sejarahnya, akar munculnva plobalisasi adalah
revolum elektronik dan disiniegrasi negarn-negara komunis Revolesi elekironik
melipatgandskan akseleras komunikasi, transportass, produksi. dan informass
Desnfegrs  pegamm-negarm komuns vung mengakhin Perang  Thngm
memungkimkan kopitalizme Bamt menjodi satu-samanya kekieatan yang memangku
begemoni global. Olel kasena itu di bidang idealog perdagangan dan ekenomi.
globalisasi sering disebut sthagal Dekoloaisas: ({Oommen), Rekolonisas { Cliver,
Balasuriva.,  Chandran). Neo-Kapiislisme (Memon),  Moo-Liberalisme
{Ramakmshnan). Malahan Sada meaycbat  globalisass  schagai cksistensi
Kapitalisme Enro-Amenka di Dunia Ketign. Rp. Borong, Swera Pesbalraran
Draily, (Dundub Maret 20011 pukul 13.30 wib). Apa makna yamng paling tepat
terhadap terminologi “Globalisasi™ mu sendin, temyata belom ada keserngaman
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globalisasi ekonmomifliberalisasi perdagangan/perdagangan  bebas
tercipta peluang maupun tantangan bagi negara-negara di dunia.
Proses gobalisasi telah mengubah wajah dunia secara mendasar,
vang ferulama discbabkan olch dua fakior pendorong, vailu
kebijakan negara-negara uniuk saling membuka diri satu sama lain
pada berbapai aspek. sema perkembangan teknolog informasi.
Globalisasi telah menjadi metafora baru bagi kelompok pendukung

pandangan. Scbagaimona dikensukakan oleh Didik J. Rachbini, dalam kaia
pengantar bukw edisi bahasa Indonesia; “Clobolisan dokelinh Misos ™ vang dituhs
oleh Paul Hirts dan Grahame Thempson demgan judul “Cilobaliztion in
f}ueunm.r yang diterbiikan oleh Yovnsan Ohhor  Indonesan. Jaknria, 2001
l:llll:mulcul.u.qoh.h Didik.l. Rachbini. katn globalizas dalam dekade mi tidak saja
mm]udilunlqulmu ;pmpcuhunu soseal dan ekonomi, elaapi uga mm;udl]u.rgm
pnlmk. ‘idmln-aj Pcmmnlalnn_ ez, aan hansam bibar rn.ux)m'lk.ll avwam di
sehurah dunia. Dunia, kata banyak penulis akan menjadi “ghobal village™ vang
menyatu, sahng tahu dan terbuka, serta saling tergantung sama lan. (Him. Vi)
Hal senada juga dikemukakan oleh Gregorius Chanalra dkk: “istilah globalisasi
hingga saat mi mash diperdebatkan olch kalangan skademis. Dalam konteks
globalisnsy, ntensiins dan Imgl.'up I.;-urnpeti:i sangal hsrlpel:'tifd.nu ans. ]’cming
vang dihadapi schuah perusahaan tedak lags datang dan ksvwasan atau walaynh
geografis sslempal, tetapn raksass global dan manca-nogara hadir untuk saling
berebut  pasar.  (Lihat  Gregorius  Chand dkk.  Pe Gilohal:
Fentermasiomnlisas oot Internetisasd, Yogyakania: Andi, 2004, Hlm. 3) Demikian
jmga halmva pemikiran vang dilontarksn olch Joseph E.Stiglite, pemenang
penghangnan nobel dalam bidang ekonomi taham 2001, mengatakon tingkat msa
sakit di negara-negam berkembang yang diciptakan dalam proses globalisasi dan
pembangunan yvang darnhkan oleh IMF dan organisaa ekonomi [nternassonal
telah melehily dosis yang diperiukan. Feaksi negatif terhadap globalisas tulak
hanya dan kerusakan nyata vang dilakukan pada negara-megars berkembang
karema kebijakan-kebijakan vang dearshkan oleh ideclogi lelaps joga dan
ketidakadilan dalam  sistem  perdogampan global (Lihat JJoseph E.Stiglite,
Cilobatizotion and fts Discomtents (Globalizosi dan Kegagolan  Lembago-
Lembaga Kevangan fnfernasionall. Alih Bahasa: Ahimad Lukman, Jakana: [na
Pubhikatama, 2003, Him. Xvn) Dorodjatun Kuntjoro-Jakt, mengemikakan
bBerntikan Leterbukasn (openness) telah mengaburkan batas-hatas irsdasional,
baik dan sektor indrusin. ckononi, maspun negara. (lihat Vante Bashrd (ed). Mas
Kewraruy Pembimngnan |[Eborony Irdbnesio Priome Pemibinee Dorodjatun
Kuntjoro-Jaki, Jakana: Predng Mecdia, 2003
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utopia pasar abad sembilan belas mengenai pandangan neoliberal
mercka, Kredo inti dari  neoliberalisme meliputi  prioritas
pertumbuhan ckonomi, pentingnva perdagangan bebas  untuk
merangsang periumbuhan, pasar bebas vang tidak terbaias. pilihan
individual, pemangkasan regulasi pemerintah dan dukungan pada
mode]l pembangunan sosial vang evolusioner sebapghimana vang
telah ditcrapkan di negara-negara barat, "

Banyak mnegara telah menikmati manfaat positif dari
liberalisasi perdagangan, namun banyak pula yang justru
terpingeirkan schapai akibal gagalnva mekanisme pasar karena
pasar yang tidak sempuma. Hal terscbut terjadi karena pelaku usaha
cenderung untuk mencan jalan pintas dalam pencrapan prinsip
ckonomi, vaitu uniuk mencan keuntungan yang sebesar-besarnya

dengan mengutamakan prinsip cfisicnsi.'' Sclain ilw dalam dunia

W Manik Trihastuti, Pengoturan Blasis Ritel Dalos Rangka Melindwegs Ritel
vk srorssed Dvan EX Mikro, Lap Hasil Pemelitian FH Unalip, 2001 Him.
1.
U Kekuatan mekamsme pasar dan mstdus pasar mempanya dua kelemahan
mendasar. Perfama, Institusa pasar tanpa kehadiran instibusi negara schagai
pengatur dapat gahasilkan ckstemalitas negatil, seperti kerusakan linghungan
alam dan sosial akibai kegiatan chkomomi. Kedwe, [nstitus: pasar tilak dapat
mengakomodasi moral karena  pelaku-pelakunva hanya bhermotifkan  profit
ekonomi, Kelemahan mendasar yang kedus im dapat tergadh dalam kekuatan pasar
ghobal demgan absensmya instilusi pegam (govermarce) pada tmgkat global
tersebul. Paal Hiretl dan Grahame Thompson, (lobalisest adalah Mitas, Yayasn
Cibor Indonesia, Jakarta 2001, hlm. Xai,
Sglain  ifu UNDP mclaporkan bahwa dengan globalisasi kondiss negara
‘:mbang minsih iciap (Gdak ada kemajian) atsu bahkan semakin terbclakang
Edi Subarto, membangmen sanaraker memberdmiaban mavarabar  © Kaffan
pembargung bessjahieram soxipl, Relika Aditama, Bﬂm:nﬂs
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usaha juga sering terjadi adanyva kecenderungan untuk berpenlako
schagai pemburu rente (renf seecking befrrvior) vakni suatu sifat
pelaku usaha untuk memudahkan cara memperoleh Keuntungan
dengan cara menggunakan modal vang menjadi hak milik orang lain
atan hak milik publik unmuk kepentingan dan keuntungannya
sendiri ¥
Berdasar kenyataan scperti yang dikemukakan di atas,
maka persaingan antar pelako usaha perlu diator untuk mencegah
agar tidak tefjadi persaingan vang tidak schat." Guna kepentingan
terschut maka sangat diperlukan kehadiran negara untuk melindung
mereka yang lemah secara ekonomi maupun kreativitas agar mampu
dan sejajar dengan pelako usaha lain dalam proses pembangunan
negara vang membuiuhkan Icctcr!ihalnnﬁmua pihak. Berdasarkan
hal ini pula perlu dicermati ketentuan Undang-undang Momor 25
un 2007 tentang Penanaman Modal. Bab % wenlang
Pengembangan Penanaman  Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil,
Menengah, dan Koperasi, Pasal 13 vang menyatakan:

Pasar sempuma dan persmngan sempuma hanyalah ks (Mundragat Kuncodo,

Sirategi Bagatmrang Merath  Kewrggnlan Kompettf, Penerbat  Adrlangga,
Surshaya 2004, hlm. 102)

m
1 Dudik § Rachbin, Edosront Polink, Paradigmea dan Teors Filifran Pubiik, Ghalis
Indonesia, Jakarta 2002, him. 120
¥ Bagong Suvanio dalam penclitisnnya i Jawa Timur menvatakan bahwa pada
mant imy banvak pelaku usaha besar dalam ranghka menyissali perssingan yvang berat
dengan pelaku usaha besar lainnya  bermigrasi‘menuninkan skala usaha menjadi
pelako usaha kecil. Jawa Pos, 20 Seplesmber 2015, MWengapa Pendidul Miskin
Pedesaar Naik,
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1. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha vang dicadangkan'
untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi seria bidang
usaha vang te tuk usaha besar dengan syaratl hasil kenga
sama dengan LK.M dan koperasi.

2, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan UKM dan
koperasi melalui program kemitraan, "

Hasil penclitian vang dilakekan oleh Smeru d:mﬂ: Nielsen
tahun 2008 menunjukkan bahwa pertumbuban pasar tradisional'
terus menurun dengan presentase 8 % per tahun, sedanghkan
pertumbu pasar modem  kian  menmgkat vailn 314 %
pertahun, Hal int ditunjukkan dengan ckspansi pasar modemn yang
sangal agresil hingga masuk ke wilavah pemukiman rakyat. Pasar
tradisional yang berada di wilayah pedesaan mavpun pemukiman
rakvat terkena imbasnyva karena berhadapan langsung dengan pasar
modern terscbul.  Persaingan  keduanya pun 1ak  terhindari,
Persaingan head do head memberikan dampak nvata, vakni
berkurangnya pedagang/pelaku usaha kecil serta menurumnya omazet

¥ Bidang usaha yang dicadangkon vakni bidang usaba vang khusus diperanukkan
bugi UKM dan koperasi agar mampa dan scjajar pelakn ckonomi lamnyva.
1 Program kemilraan vakai kerja saoia antara pelaku usahs mencagah atan pelaku
usha besar disertai pembinaan dan penfEfbangon oleh usaha menengab atau
umaha besar kepada pelaku wsaha kecil dengan memperhatikan prinssp saling
menguniungkan, saling memperkuai dan saling memerlukan.
" [stilah pasar tradisional dalam LU mo. 7 Tahun 2004 Temtang Perdagangan
dikenal dengan pasar rakyat sebagaimana tertulis dalam penpelasan Pasal 12 bonal
n
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dari pelaku usaha kecil khususnya bidang retail tersebul
Kenvamanan berbelanja vang ditawagkan oleh pasar modem
membuat konsumen lebih memilih untuk berbelanja di pasar modem
dari pada di pasar tradisional.

Pasar uadisionalipasar rakyal scbagai tempat  usaha
mavoritas dari pelaku usaha kecil di bidang ritel kurang menarik bagi
konsumen karena pada umuwmnya bersifal sederhana, wmpat tidak
terlalu lvas, barang vang dijual terbatas, manajemen masih
sederhang, kurang menawarkan kenvamanan dalam berbelanga dan
masih adanva tawar menawar harga, produk vang dijual tidak
dipajang sccara terbuka dan menank schingga konsumen tidak
mengetahui apakah barang vang dibutuhkannya tersedia atau tidak,
umumnya tidak mempunyai gudang schingga barang dagangan tidak
tertata dengan baik vang sclamjutnya menjadikan pemandangan
kurang menarik dan kumuh, Ciri-ciri vang demikian terdapat juga
pada pelaku usaha kecil di bidang ritel vang tidak berusaha di dalam
kawasan pasar tradisional. Bila dibandingkan dengan pasar modem
schagai tempat di mana pentel modem berada, mempunyai cini khas
vang disukai oleh konsumen. vakni tempat vang luas, barang vang
diperdagangkan banvak jenisnva, sistem menejemen vang terkelola

T KPPU, Pasittonnng paper Ritel, Wm. 5. Lihat jaga penclitisn Nanik Tr Hastat,
Cp.Cit, Bl 43, Bahkan menurut GATRA pertumbuhan ritel modem rata-rata
200" pc:f.ul'mn mda.nslun. peﬂnml‘n.l.h.m jpasar trasdeszonal rll:E.ullf Mingalkah
GATRA po. 12 Tabun XV (20 januan -4 Pebrann 20093 hin 19, Pads sise vang
Lain hampar tiap han kita disugubi berbagai demo penolakan penditian memimarket
berjarmgan olch masyvarakat diberbagai kotakabupaten i Indonesaa (Jawa Pos 21
Marct 2003)
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dengan baik dan umumnya berjaringan, menawarkan kenvamanan
berbelanja, harga jual vang pasti karena tidak ada tawar menawar,
sistem  swalavan/pelavanan  mandiri, pemajangan produk vang
ferbuka sehingga konsumen bisa melihat dan memilih barang vang
dibutuhkan serta adanya gedang tersendin yang menyebablan ritel
modern lebih menarik dan bersih. Ritel modern tidak sekedar
menjual barang vang bersifat fisik vang sclama imi dilakukan olch
ritel tradisional tetapi mercka juga menjual jasa seperti penjualan
pulsa, tiket pesawat, tiket kereta api, pembayaran listrik, pembayaran
air PDAM. penjualan kanu tol. pelavanan jasa pengiriman barang,
pelayanan pembayaran melalui ATM, bahkan pembayaran BPIS pun
bisa dilaksanakan di toko ritel modern tersebur.

Bidang usaha ritel banvak digeluti oleh pelaku usaha kecil.
baik di dalam maupun di luar pasar tradisional/pasar rakvat karcna
tidak membutuhkan pendidikan keahlian maupun modal vang besar.
Ritel ataw cccran yang berasal dari bahasa perancis retailer vang
berarti memotong atay memecahkan sesuam kemudian diadopsi
dalam bahasa Inggris Retad! vang berarti menjual dalam jumliah
kecil. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ritelfeceran
schagai satu-satw, sedikat-sedikit (tentang penjualan atan pembelian
barang): ketengan. Usaha ritcl'eceran adalah semua kegiatan dalam
penjualan atau pembelian barang, jasa ataupun keduanya secara
sedikit-sedikil atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir uniuk
keperluan konsumsi pribadi, keluarga ataupun rumah tangga dan
bukan uniuk keperluan bisnis (dijual kembali).
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Realita persaingan usgha vang demikian, vakni tanpa
memikirkan vang lemah, baik dan scgi moedal maupun kreativitas
usaha vang menjadi ciri schagian besar rakyat Indoncsia Kiranya
iclah menjadi kelemahan bawaan dari Updang-undang Persaingan
Usaha schagaimana tertera dalam Pasal 3 Undang-undang Momor 5
Tahun 1999 wvang pada mouolanva  dimaksudkan  untuk
mencegah prakuk monopoli yang pada masa orde baru vang tumbuh
Y bur dan sangal merugikan rakyvat. Secara utuh Ketentuan
Pasal 3 Undang-undang Nomar 5 Tahun 1999 vang juga merupakan
tujuan dindakannya Undang-undang Persaingan Usaha adalah
stagai berikut:

1. Menjaga kepentingan umum  dan  meningkatkan  efisicnsi

ekonomi nasional schagai salah zatu upaya untuk meninghkatkan

kesejahterann rakyat.

Mewujudkan iklim wsaha vang kondusil melalui pengaturan

persningan wusaha vang  schol  schingga menjamin adanva

kepastian kesempatan vang sama bagi pelako usaha besar, pelaku

nsaha mencngah dan pelaku usaha kecil,

3. Mencegah prakick monopoli dan alau persaingan usaha tidak
schat vang ditimbulkan oleh pelaku usaha,

4. Tercipanva efcktifitas dan cfisicnsi dalam kegiatan usaha.

b

Kelemahan hawaan tersebut jelas terlihat dan Ketentuan
Pasal 3 angluhz undang-undang Momor 5 Tahun 1999 vang
menyatakan: ~Mewujudkan iklim usaha vang kondusil melalui

pengaturan persaingan usaha vang schat schingga menjamin adanya
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kepastian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku
usaha menengah dan pelaku usaha kecil. ' Berdasarkan pasal ini
dapat diketahwi bahwa semua pelakn vsaha baik besar, mencngah
maupun kecil dianggap setara.’ Dari penjclasan pasal demi pasal

nva ditemukan keterangan “cukup jelas”. Sementara itu walaupun
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPUD 1 mengeluarkan
Peraturan Komisi Momor 9 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 50
H Undang-undang MNomor 53 Tahun 1999 vang merupakan
pengecualian diberlakukannyva pelaku wsaha kecil terhadap Undang-

" Dengan pffffberi kesempatan vang sama kepada semua pelakm saha
menupjukkan bahwa, [0 Noo 5 tabun 1999 delsmrkan pads sistem ekonoms
pazar, knrenn berdasarkan teoni keadilan pasar, kebeb Ralah nilyi dan salah
satu hak nsasi paling pentng yang dimilikn oleh manesia, dan =i dijamin olch
sistim ekonomi pasar vang menjamin kebehasafEng snma dan kesempatan vang
fair. John Rawls, Teord Keacifar (penterjemah [ieasr Fauzan dan Hern Praseryo).
FPustaka Peajar, Yogvakinta 2006, Him. 354,

Secara filosofia, UL $/1999 schagaimana produk hubum ekonomi dalam sastin
bukum di Indenesia berlandaskan asas demokmas ckonoms menurui Pasal 33 UL
1545, Sementara o, demokras ekonomi Indonesia berdasarkan Pasal 33 LILITY
1945 dan penclusisran techsdap gagiasan pendin negam dibangin alas dasar ponsip
kekelunrgnan  (kolektirasmvisme) dimann  kemokmuoron masvarakatlah vang
dimtamakan bakan kiemakmiran individu. Dengan demikian demokras ekonomi
Indonesia berada dalam format sistem ekonomi sogialisme pasar berbeda dengan
prensip-prinmp kapialisme libernl chagni sehuah konschuens) dam percepatan
pembangunan yang membuinhkan modsl asing. Adanya perbedaan tersebut
menimbulkan mkoasistens dalam menalserkan prndui: hiakimy I:Immm:,u 'hu'l!.l.rm'gI
bukum ekonemi. Untuk mengakhem berlanptnya kekacauan hukom vang dibuat
berdasarkan dua konsep ckonomi vamg berbeda terscbul serta mencgubkan
kembali posisi asax kekeluangoan yang bery gan dengan sisi asas demokrasi
maka dipeslukan psas yang didasarkan pada keadilan dan kepatutan { Johay
Ibeahimy, Hubum Persoingan Usatia, filosafi, reon dan implikas penerapanming
o Irdemesia, Ii-ag.'u Meds I-‘ubll:'hhﬁ. Maja.ug. Jown Timwr 2007, ki, 297-300)

** Kesctffjan hanya akan terjadi bila vang berhadapan adalsh pelaka usaha besar
dengan pelake ussha besar, pelako wsaha menengah dengan pelalua usaha
menengah, pelaku wsaha keeil dengan pelaku wsaba kecil. Dalam prakick hal ini
tidak mungkin terpadi, schimgga vang terjadi adalah ketidakadilan karenn ndanya
ketidaksetarnan antar pelako usaha,
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undang Persaingan Usaha, namun Peraturan Komisi (Perkom)
tersebut masih sangat normatif schingga kurang melindungi pefaku
usaha kecil karena hanya merupakan pemindahan ian pelaku
usaha kecil sebagaimana ierdapal dalam Pasal & Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

Memperhatikan situasi dan kondizi tersebutl menuntul Kila
untuk mencermali dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia
vang selama ini sejak berlabunya Undang-undang Persaingan Usaha,
vakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 vang didasarkan pada
mekanisme pasar kondisi pasar di Indonesia telah menjadi milik dan
para pemodal besar dan pemodal asing,™ schingga kurang berpihak
pada bangsa dan rakyat Indoncsia yang scbagian besar merupakan
pedagang kecil/nitel™ vang kurang inovasi dan lemah serta kurang
terlindungi dari persaingan.

™ Hal i dikarenakan hiskam yang berlaku di Indosesia semakin memfasifitass
dan memben mang bagi berkembangnya ekonomi alstik dan pasar bebas
vang mewujod dalam berbagas privatiasi. Aji Sam Sistam Mk Modern,
Rule of low dowm Nemishinen of fndonesia Dalam Satya Arinanto dan Nisuk
Travanti feditork mewalamd Histarm. Bagawali Press, lakarta 2009, him 71

%r rejeki Hartono pga mongingaikan babwa jika investasi asmg txdak diarur
socara seksama dan komprehensif akan menimbaulkan dampak negatif seperta : 1.
Eksphoitasi sumber daya secara besar dan melampun botas kemnampaan, 2.
Tidak kurang meeman faatkan keluatan lokal sehingga menimbulkan kesenpangan
somnl don Lesempangom ckomoms, 3. Penyelundupan bulum untuk berbaga
kepentingan {50 Redjeki Hartoro, Fentingrmr Pergatieran vang Bk df Bidomg
Hiuadran Bisanis, bivmsena fovestass, Program Magister lou Hokum UNTAG, Vol
03 Mo, LiApal 2005, him.2)

*! Pedagang pelaku usaha kecil schagian besar bergerak dalam industrs riel karcns
tidak membutuhkan banyak keahlian dan pendsdikan vang tmggs. Indusin miel
menempaikan din sehagai mdustn kedua tertinggs dalam penyverapan tenaga kerja
Indonesia setelah pertaznian. Industni mitel dapat dikstegonkan menjadi meustrs
vang merupakan hajat hidup orang banyak karena sekitar 10 %e dan total pendaduk
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Perlu diimgat pula bahwa pelako usaha kecil dan menengah
telah terbukii lebih tahan goncangan terhadap resesi ckonomi tahun
1997 vang melanda dunia umumnya dan Indonesia khususnya
dibandingkan pelaku usaha besar maupun konglomerasi selain itu
Juga bavak menyerap tenaga kera schingga aktivitas ckonomi
masyarakat ietap berlanjut ditengah krisis.® Apabila pelaku usaha
kecil dan mencngah yang pada umumnya bergerak di bidang rinel
diberdayakan dan penghasilan mereka membaik, maka kesenjangan
sosial akan menvempit vang sclanjutnva akan berdampak pada

perekonomian nasional vang meningkar ™

Indonesia menggantungkan hidupnya dengan berdagang. KPPLI,  Postrironfig
paper piel hlm 2, Perla diketahui pula bahwa 95 % pelaku usaka di Indonesia
adalah DKM (Jawa Pos 16-2-2005). Bahkan dalam penclitiam vang dilalukan
Darminto menunjukkan bahwa jumiah UKM pada tahun 2014 adalah sckitor 98,53
persen dan jamlah unit usaha vang ada vakni 59,303 juts unit (Dormisto, fd
H‘m. 4y
¥ Hal mana juga dinvatakan dan deakui dalam Peraturan Komid Pengawas
Persaingan Ussha (KPFL) No. Tmn bab 1 {latar belakang) Alinca 2 yang
menyatakan “Usaha Kecil mepunyai peran 31.5, sirniegis dalam
ckonomi nassonal Knarena sclain berpermn dalam perfumbuhan ekonomi dan
penverspan fenspa kerfa juga berperan dalam pendistrsbusian  hasl- hesil
pembangunan, Dalam krisis ckonomi yang tegadi di Indonesia beberapa tahun
vang lalu banvak usaha berskala besar vang mengalami stagnasi, namun saat ile
uzaha kecil terbukii lebih tangpuh dalam menghadap krisis terschut
Pelaku wsaha besar mavpun konglomernas: Indonesia rapuh karena usaha mescka
lebih mengaedalkon proteksi dani pem alag usahanva lebih bersifal
perbuman rente ataw enr seeking,  lohny H.HMPWM
Fillosafi, mﬁww Todomesia, Payo Medin, Malang
2007, hlm 6.,
¥ Hary Tanoesoedibyo, Jawa Pos, Kamis 24 Desember 2015
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka
dalam hal ini dapat dindentifikasi permasalahan vang timbul
adalah :
Perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kota Semarang vang
sesual dengan peraturan perundang-undangan dan dapat
memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi
sermua pihak terutama lerutama pelaku usaha kecil ritelioko
tradisional.
Perlunva mengikutseriakan peran serta masvarakat dalam
pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang, hal ini
dilakukan agar wghasilknn Peraturan Daerah vang
berkeadilan dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku, selain itu juga dimaksudkan guna
meningkatkan dan  mengoptimalkan  kesejahteraan dan
pelavanan  masvarakat di Wdang  pemenntahan,
pembangunan dan kemasvarakatan serta mewujudkan
aspirasi masvarakat vang berkembang di kota Semarang.

m
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
Tujuan penyvusunan naskah akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penataan Toko
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Modem dan Pemberdayaan Pelaku Usasha Kecil Ritel di
Wilavah Pemukiman Penduduk adalah; *

L

[

Memberi masukan terhadap rancangan Peraturan Daerah
Kota Semarang lentang Penataan Toke Modern dan
Pemberdavaan Pelaku Usaha Kecil Riel di Wilavah
Pemukiman Penduduk.

Menyusun  Kerangka naskah akademik terhadap
Rancangan Peraturan Daersh Kota Semarang tentang
Penataan Toko Modemn dan Pemberdayaan Pelaku Usaha
Kecil Ritel di Wilayah Pemukiman Penduduk,
Mewuwjudkan perekonomian  daerash  vang  seimbang,
berkembang dan berkeadilan.

Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayvaan bag
pelaku usaha kecil dari pemerintah, pemenntah daerah
dan/atau lembaga lainnyva.

Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiavaan pelaku
usaha kecil ke lembaga kevangan bank dan non bank.
Menumbuhkan, melindungi. dag mengembangkan pelaku
usgha kecil menjadi pelaku usaha vang tangguh dan
Meningkatkan  peran  pelaku upsaha  kecil dalam
pembangunan  daerah, penciptaan lapangan  kerja.

T Digarikan dari naskah akademik berbagal sumber
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pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan
pertumbuhan ekonomi.

8. Meningkatkan produkiifitas, dava saing dan pangsa pasar
pelaku usaha kecil,

9, Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat

10, Mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber

dava lokal.

Kegunaan penvusunan naskah akademik ini adalah
sebaga acuan aftaw referensi untuk membenkan gambaran
tentang substansi atau materi, gagasan. pokok-pokok pikiran

vang perlu ditvangkan dalam Raperda.

B. Metode
Penyusunan naskah akdemik ini menggunakan metode-
metode sebaga berikul

I. Mengidenufikasi masalah dan kebutwhan akan peraturan
Penataan Toko Modern dan Pemberdavaan Pelaku Usaha Kecil
Ritel di Wilayah Pemukiman Penduduk.

2. Mengumpulkan data-data terkait dengan  mengidentifikasi
masalah dan kebutuhan akan pengaturan Penataan Toko
Modern dan Pemberdayvaan Pelaku Usaha kecil Ritel di
Wilayah Pemukiman Penduduk,
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3. Merumuskan konsepsi pengaturan Penataan Toko Modern dan
Pemberdavaan Pelaku Usaha Keecil Ritel di Wilavah
Pemukiman Penduduk.

4. Hammonisasi peraiuran perundang-undangan nasional mawpun
peraturan vang terkait, schingga materi muatan Raperda imi
tidak tumpang tindih. tidak bertentangan dengan peraturain vang
berlaku,

5. Menyusun materi muatan Raperda dengan acuan teknis kepada
peraturan fentang pembeniukan peraran perundang-undangan
vang berlaku.
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BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A, Kajian Teoritis

Dalam membangun negara schagai usaha  mencapai
kescjahteraan rakva, di era globalisasi seperti saan ini tidak
mungkin kita mengisolasi diri dari perkembangan dunia. Hal it
dischabkan schuah negara tidak mungkin mampu memenuhi
kebutuhannva tanpa bantuan dari negara lain, Demikian pula di
bidang hukum, politik hukum ncgara kita tidak mungkin
mengabaikan perkembangan hukum imernasional. namun demikian
jangan pula menjadikan hukum Indoncsia schagai sarana uniuk
memiasilitasi kepentingan asing tanpa memperhatikan kepentingan
dan l:chuluhahmus;‘mkm Indonesia vakmi kescjahteraan rakyat
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar
Megara Republik Indonesia 1945,

Ada enam konsep menurut Nvhan™, dalam il hukum vang
mempinvai pengamih bagi pengembangan kehidupan ckonoimi,
vaitu:

1. Prediktabilitas, Hokum hamus mempunvai kemampoan untuk
membenkan gambaran pasti pada masa depan mengenai
keadaan atau hubungan-hubungan vang dilakukan pada masa
scharang;

® Dalan Satipto Rahardjo, Mk dan Masyarakar, Anghasa, Bandung 1980
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2, Kemampuan proscdural. Pembinaan di bidang hukum acara
memungkinkan hukum matenial itu dapat mercalizasikan dirinyva
dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk
tidak hanva keteniuan-keieniuan hukum perundang-undangan
melainkan juga semua prosedur penyclesaian vang disetujui
oleh para pibak vang bersengheta, misalnva bemtuk: abstraksi,
konsiliasi, dan  scbhagainva. Kesemua lembaga  terschn
hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan,
bahwa kehidupan ckonomi it ingin mencapai tingkatannya
vang maksimum;

3. Koedifikasi dari pada wjuan-tujuan, Perundang-undangan dapat
dilihat schagai  suatwn  kodifikasi  twjuan  sertn  maksud
schagaimana dikehendaki oleh negara, Di bidang ckonomi,
misalnya, kita akan dapat menjumpai ujuan-tujuan ita seperti
dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan vang
secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh pada
bidang perckonomian;

4. Faktor penyeimbang, Sistem hukum  hares dapal menjadi
kekuatan vang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai
vang berentangan di dalam masyarakat.  Sistem  hukum
memberikan “kesadaran akan kescimbangan™  dalam usaha-
usaha negara melakukan pembangunan ekonomi:

5. Akomodasi. Perubahan vang cepat sckali pada hakikatinva akan
menyebabkan  hilangnya kescimbangan lama, baik  dalam
hubungan amtar individua  maupun  kelompok  di dalam

masyarakat, Keadaan i dengan sendinmva menghendaki
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dipulihkannva keseimbangan terscbut melalui satu dan lain
jalan. Di sisni sistem hukum vang mengatur hubungan antara
individu, baik secara matenal maupun formal memben
kescmpaion kepada kescimbangan vang terganggu il uniuk
menyesuaikan dengan lingkungan vang baru scbagai akibat
perubahan tersebul. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh
karena di dalam kegoncangan ini sistim hukum membenkan
pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas
dan definitif, membuka kescmpatan  bagi dipulihkannya
keadilan melalm prosedur vang tertib dan sebagainya;

6. Definisi dan kejernihan tentang siatus, Selain fungsi hukum
vang membenkan prediktibilitas dapat ditambahkan bahwa
fungsi hukum juga membenkan ketegasan mengenal siatus
orang-orang dan barang-barang di masyarakat.

Pada sisi vang lain Lon Fuller™ mengintroduksikan agar
scbuah  hukum  memenuhi  unsur  keadilan  maka  harus
mengakomodasi dua macam moralitas vakm moralitas kewajiban
e moraliny of duiv) dan moralitas nilai atan moralitas ikhtiar atag
moralitas aspirasi (the morality of aspiration). Moralitas kewajiban
terbuka untuk ditransformasikan ke dalam hukum posinf. Sclain i
ia juga membedakan antara moralitas hukum internal dan moralitas

hukum eksternal. Moralitas hukum internal terdin atas svarat-svarat

* Lon L Fuller, The Moraiity of law, Revised edition Ninth Prnting. New Haven
ond London. Yabe University Press 1973, hin, 5
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formal vang harus dipenuhi agar lavak menyvandang nama hukum.
Svarat-svarat formal ini adalah sejenis aturan-aturan vang bersifat
wekms vang diperlukan untuk dapat membentuk hukum, Atwran-
aluran atau kepuivsan-keputusan vang tidak memenuhi tunivian-
tuntutan moralitas hukum internal, tidak dapat dipandang schagai
aturan hukum dan kepulusan hukum. Di samping it terdapat
moralitas hukum cksternal, moralitas ini berkenan dengan svarat-
syarat substansial vang harus disjukan pada hukum, jika hukum it
ingin berfungsi dengan baik  dan discbut adil. Termasuk bahwa
hukum itu harus mempenahankan standar hidup minimal, bahwa
hukum itu harus menyelenggarakan keteriiban dan keamanan di
dalam masyarkat, hukum juga harus melindungi pihak -pihak vang
lemah.

Berdasar uraian di atas dapat dipahami bahwa suatu hukum
walau harus berhadapan dengan sesuatu vang bersifat riil di dalam
masyarakat, namun hukum harus pula dapat mengakomodasi scsuatu
vang bersifal abstrak. vaitn masalah keadilan. Masalah keadilan
inilah vang akan mempertaruhkan efekuif ndaknya hukum di dalam
masyarakat vang menjadi tujuan (adresar) hukum tersebul

Dalam konteks Indonesia maka konscp keadilan haruslah
mendasarkan diri pada nilai-nilai vang telah discpakati uniuk
dijadikan pedoman bersama magvarakal Indonesia yakni Pancasila
sehagaimana vang terdapat di dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sila-sila dalam Pancasila
scharusnyva memjadi  pedoman  dalam  penvusuman  peraturan

perundang-undangan, Pancasila schagai asas dan cita hukum,
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menjadi pedoman dan rujukan wlama  bagi g‘l@g—ﬁﬂdm; Dagar
1943, bagi undsng-undang dan bagi peraturan  perundangan
lpinnya " Dengan menjadikan  Pancasila  sebagai  pedoman
pembuatan  peraiuran  perundang-undangan di Indoncsia maka
dengan sendirinya akan terbentuklah scbuah sistem hukum di
Indonesia sebagaimana vang diajarkan dalam eon sistermn hukum
posistip  karenn tidak akan mengahasilkan scbhuah  peraturan
perundangan vang bertentangan dengan peraturan di atasmya dan
dibuat oleh lembaga vang berwenang,

Pancasila adalah sederet milai vang berakar dalam tradisi
masyarakat Indonesia. Milai-nilai i dimiliki semua komunitas di
wilayah Musantara, Nilai-nilai itu  tdak pemah  langsung
mengandung scbuah kebijakan politik terientu, melainkan sebaga
bintang-bintang bagi sang pelaut yang senantinsa menjadi oricntas
dalam mengambil segala kebijakan.®® Karena Pancasila scbagai
noma  fundamental negara membentuk  norma-norma hukem
bawahannva secara berjenjang. I\Hrmn hukum vang di bawah
terbentuk berdasar darﬁ:rsumbcr pada norma hukum yang lehih
tinggi. schingga tidak terdapat pertentangan antara norma hukum
vang lebih tnggi dengan norma hukum yang lebih rendah, demikian
sebaliknva. Hal ini di satu pihak menunjukkan bahwa Pancasila
schagai cita hukum dalam kehidupan (sistem) hukum bangsa

Indoncsia dan di lan pihak schagai norma hukum vang menjada

¥ Oeong Rossdi, Hukne, Ekologi divr Keadilan Sosial, Thafa Media, Yogjakarta
2012, hlm. 13

M Frane Magnis Suseno Dalam Otong Rosadi. fbdl blm. 13
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nomia fundamental negara dan aturan lertulisnya terdapal dalam
pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1943
dan pasal-pasalnya.®
Hukum scbagai alat uniuk mencapai tujuan negara, harus
berfungsi dan berpijak pada empat prinsip cita hukum yakni ©
1. Melindung semia unsur bangsa (afion) demi keutuhan negara
{integrasi).

2. Mewujudkan keadilan sosial dalam  bidang ckonomi dan
kemasyvarakatan,

3. Mewuwjudkan Kedaulatan rakvat (demokrasi) dan negara hukum
imomokras).

4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusinan dan berkeadilan
dalam hidup beragama, *

Keempat prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam
membentuk instrumen hukum ekonomi di Indonesia dalam rangka
pencapaian lujuan negara yakni kescjahicraan rakyat. Jadi, baik
sebagai cita hukum dan nomma fundamenial negara, Pancasila harus
menjadi  pedoman, pengarah, acuan nilmn dalam  pembaharsan
izistem) hukum. Schingga instrumen hukum vang dibuat dan
diperbaharui sesual dengan kebutuhan masvarakat dan zamannya
harus selalu menjadikan Pancasila sc i kerangka berpikir dan
sumber nilai. Kelima sila terutama sila “Keadilan sosial bag selorh
rakvat Indonesia™ vang termuat dalam alinea keempat Pembukaan

¥ Faivudin Ali, Filsfor ik, Sinar Grfika, Jakadf[E006, him, 124
¥ Bernard | Tonva, dalam Moh, Mahfodz MD, Aeorbomgmor Palitk Fukum,
Menegablan Korsrmet, LPIES, Jakarta 2006, hlm. 18,
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Endug-mdm Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan
dalil moral yang menjadi pemandu bagi penyvusunan peraturan
perundang-undangan, termasuk bidang hukum ckonomi vang
merupakan bagian dari kebijakan persaingan usaha.

Demokrasi ckonomi sebagaimana tertwang dalam Pasal 33
Undang-undang Dasar Megara Republik Indonesia 1945 harus
dilaksanakan sccara  konsisten, Regulasi  vang  merupakan
implementasi dari hukum dasar tersebut harus tetap berorientasi
pada rakvat banyak bukan pada pemodal asing dan besar semata
bahkan menganakemaskan mereka. Faham dan prakiik liberalisme
harus ditolak. Koperasi bukan semata-mata dipahami sebagai badan
hukum, namun semangat berkoperasi (kekeluargaan) harus menjadi
sikap tindak pelaku ckonomi di Indonesia, dan instrumen hukum
harus memainkan posisi schagai pengamh perubahon nilai, sikap
mental dan perilaku para pelaku ckonomi. D sinilah negara
memainkan  peranan yang  sangal  penling  dalgam  rangka
mensgjahicrakan warganya,

Dibentuknya suaty negara mempunyval njuan yang secara
garis besar adalah untuk melindungi selurah penduduk agar tercapai
rasa aman, tercapainya kescjahieraan bersama serta meningkatkan
derajal schagai umat manusia. Negara Indonesia pada umumnyva dan
Kolta Semarang pada khususnya mempunyai kewajiban dan
tanggung jawab vang serupa dengan apa vang discbutkan di atas.

Perkembangan peran negara dalam sejarah  perjalanan
negara pada umumnya telah whgadi beberapa kali pergescran

pandangan tentang negara sehagai akibat kegagalan dalam mencapai
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tujuan bersama terutama dalam meningkatkan derajat sebagai umat
manusia. Kegagalan ini telah mengakibatkan terjadinya kelas-kelas
di dalam masvarakat. Konsep negara hukum tidak lain adalah suatn
usaha uniuk meningkaikan derajal kemanusiaan seria tidak adanya
diskriminasi antar scsama umat manusia schagal warga negara dan
gualu negara.

Perjalanan scjarah negara dalam mengemban langgung
jawabnva  terus  berkembang  scjalan  dengan  perkembangan
masyarakat dalam proscs menuju  kescmpumaan, Pergescran
perkembangan sejarah tersebut secara gans besar dapat digambarkan
scbagai berikut, yvakni mulai dani pemikiran negara hukum liberal
atan yang lebih dikenal schagai negara penjaga malam lirr:‘ghr
wartchinan state) ke negara hukum formal kemudian menjadi negara
hukum materiil hingga pada konsepsi negara kesejahterann (welfore
shate) alou negara j"H mengabdi kepada kepentingan wmum (social
welfare stare)”'. Negara kescjahierman adalah  suam bentuk
pemerinighan vang demokratis yvang menegaskan bahwa negara
bertanggung jawab terhadap kesejahicraan rakyat yang minimal,
Dalam konteks ini pemerintah harus mengatur pembagian kekavaan
negara agar tidak ada rakyvat vang kelaparan dan tidak ada rakvat
vang menemui ajalnya karena tidak dapat membayar biaya rumah
sakit, Dapat dikatakan bahwa negara kescjahteraan mengandung

unsur sosialisme vang mementingkan kescjahieraan di bidang politik

" Padma Wabkyono, MWembudayakan UUD [945, IND HILL-Co, Jakana 1991,
hilm, 73
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maupun di bidang ckonomi. Dapat juga dikatakan bahwa negara
kesejahteraan mengandung asas kebebasan (fiberiy). asas kesctaraan
hak (egunaliny) maupun asas  persahabatan  (fraferniny)  ataw
kebersamaan  gmeimaliny) vang dopat disamakan dengan asas
kckeluargaan dan gotong royong,

MNepgaras hukum liberal atau vang sering discbut schagai
ncgara hukum dalam arti sempit adalah konsepsi vang diberikan olch
Imanuel Kant, yang kemunculannya bersamaan dengan lahirmya
faham liberalisme vang menentang kekuasaan absolut dan para raja
pada masa itu. Faham liberalisme muncul scbapai antigesis dan
faham mercanialisme yang pada saat itu tumbuh subur di Perancis
di masa pemerintahan Lodewik XIY, Spanyol dan Portugal,
Sementara di Jerman dan Austria faham mercanialisme bernama
kamerfssenschafi.  Faham  ini menghendaki  suatu  neraca
perdagangan vang positil vang mana hal ini berpengarub pada
bentuk negara dan bentuk pemerintahan, vaitu monarchs absofute,
dimana rajn vang menentukan segala kepentingan rakyainya, tetapi
rakvat tidak tidak boleh ikut campur tangan **  Faham liberalism
berpendapat bahwa justru negara harus melepaskan dininva darni
campur angan urusan kepentingan rakyvatnyva. Hal ini berpengaruh

L
“ 7. Sumargono, dalam Sulekn, Sebontmibs Polink Hckuar fok Afox Air Pro
M}ﬂ, Shl'_t'.i Paia (‘k:mh&g Jatam 2000, hm. 4768 yang mrl.}'ulnkm'l akwa
pemeriniaban demokratis dalam negara kesejahicraan tidak ada monopoli negara,
melainksn pstne ada jaminan kemerdeksan serla menghargas iniseatil swasta
Kerjasama antara megara dan masyarakatl menpadi kunci keberhasilan tapan
negara kesejahternan
Y Harmaily [beabim, Ak Tate Negara, Posat Studi HTN FH-=UL, Jakarita
1548, hlm. 155
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pada bentuk negara dan bentuk pemerintahan vang kemudian
menjadi monarchi  komstitusional,  vaitu  adanva  pembatasan
kekuasaan raja oleh konstitusi schagai akibat dan perjanjian yang
dilakukan dengan rakvainya vang meneniukan kedua belah pihak
dalam kedudukan vang sama. Oleh karena itu tipe negara pada masa
it adalah negara hukam liberal. Dalam negara hukum liberal ing
terdapat jaminan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan
vang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang olch
penguasa.  Maka untuk  mencapal  twjuan  ini, negara  harus
mengadakan  pemisahan kekuasaan  vang masing-masing
mempunyai kedudukan yang sama unggi, tidak boleh saling
mempengaruhi dan tidak boleh campur tangan sam sama lain
schingga untuk dapal disebut schagai negara hukum tipe im harus
memiliki 2 (dua) unsur pokok, yaitu: (1) Perlindungan terhadap hak
asasi manusia: dan {2) Pemisahan kekuasaan dalam negara ™
Dalam perkembangan sclanjutnyva faham liberalisme ini
tidak dikehendaki oleh masvarakat, schingga negara terpaksa turut
campur tangan dalam wrusan kepentingan rakvat, hanyva saja masih
dalam batas-batas vang ditentukan. Scjak italah lahir negara hukum
formil, vakm suaty negara vang didalamnya mengandung unsur-
unsur; (1) Perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2)
Pemisahan/pembagian kekuasaan: (3) Sctiap tindakan pemenntah

Y Moh Koesnardi dan Bintan Saragih. dalom Muniobas, Depmolross dan Negara
Hiudre, Jumal Hokam Mo, 3 Vol 16 Juli 2009, Him. 385,
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harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan vang telah
ada; dan {4} Adanya Peradilan Administrasi vang berdiri sendiri, ™

Dalam persfekfi negara hukum formil ind, negara hanya
dipandang sebagai instrument of power belaka. Akibal pandangan
vang demikian maka timbulzh reaksi di dalam masyvarakat vang
berwujud pemikiran-pemikiran bard entang sistem Kenégaraan,
vakni aliran-aliran vang tidak hanva memandang negara schagm
snstriment of power belaka, tetapi justru negara dipandang sebagai
agency of service, Berdasarkan konsep yang demikian maka lahirlah
konsep welafare state. Konsep Welfore stare ini merupakan istilah
lain uniuk memyebut negara hukum materil, yang sebenarmya
merupakan perkembangan lebih lanjut dan konsepsi negara hukum
formil. Dalam konsepsi negara hukom  materinl imi tindakan
penguasa dalom keadaon mendesak demi kepentingan warganya
dibenarkan bertindak menvimpang dari undang-undang. Tipe negara
hukum matenil (welfare state) sering disebut juga negara hukum
modern atau negara hukum dalam arti luas.

Dalam konsep negara hukum modem ini manusia tidak
hanva dipandang schagai individu, tetapi juga sebagai anggota atau
warga dari suatu komunitas. MNegara dituntul umtuk memeperluas
langgung jawabnyva kepada masalah-masalah sosial ckonomi vang
dihadapi oleh rakyal banyak serta menghilangkan peran individu

" Husan Zaimi, finkwa Tata Negara fodonesis, Alumni, Bandung 1971, blm. 154-
155
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untuk menguasai hajat hidup orang banvak. Adapun cin pokok dan

negara kescjahieraan adalah sebagai berikui :

I.

()

Pemisahan kekuasaan berdasarkan fries pofitica dipandang tidak
prisipiil lagi. pertimbangan cfisiensi kerja lebih penting dan pada
pertimbangan batas-batas dalam pertimbangan dari sudut politis,
schingga peranan dan ofgan-ofgan cksckutfl lebih penting dari
pada organ legislatif

. Peranan negara tidak terbatas pada penjoga keamanan dan

ketertiban saja, akan tetapi negara sccara akif berperan dalam
penvelengearaan kepentingan rakvat di bidang-bidang sosial,
ckonomi  dan  budaya, schingga perancanaan  (plawing)
merupakan alat penting dalam welfare shale;

. Welfare stale meropakan negara  hukum  matenil  vang

memetingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;

. Hak milik tidak lagi dianggap hak vang mutlak. akan tetapi

dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas
dalam kebebasan penggunaannya: dan

. Adanyva kecenderunpgan bahwa peranan hukum publik semakin

penting dan  mendesak  peranan hukum  perdata.  Hal ini
discbabkan karena semakin luasnya peranan negara  dalam

kehidupan sosial, ckonomi dan budaya. ™

14

Soeose  Sockanto, Heberape  permasalohan  Tdum  dalow  berangha

peribagratan of ndornesia, Yavasan Penecbit UL Jakarta 1973, him 54-55. Pada
sis1 yang laim ada vang berpendapt kossep negara hukom modern menapakan
penggabungan konsep negara hukum dan Julis S1ahl das Av Dicey . Konsep
negara hukum dan Julies 5tahl menmcakup empat clemen penting yakni
perlmdungan terbodap HAM: pembaguan keluasaonm, pemermeahan berdasrkan
L, .HL‘I1:|.'II pq.:mdqlm tnin msaka Saudu.ns kmm.'p negara Bukum menpumat AN
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Dalam kosepsi negara hukum meteniil ini kewenangan
negara dalam penyvelenggaraan kepentingan umum sangatiah Juas
schingga erjadi banvak kecenderungan penvalahgunaan kekuasaan
dalam pelaksananaannya. Guna menghindar hal vang demikian
maka peradilan  administrasi menjadi sangatlah  wrgen  demi
mempertanggungiawabkan adamva penvelewengan oleh alat-alat
negara dalam melaksanakan tugasnya

Indonesia sehagai negara vang meneguhkan diri sebagai
ncgara hukum schagaimana ditctapkan dalam Undang-undang Dazar
1945 sebelum amandement serta dalam Pasal 1 Avat (3) Undang-
undang Dasar Megara Republik Indonesia 1945 dinvatakan bahwa
Indonesia adalah negara hukum, " Jika dikaitkan dengan unsur-unsur
negara hukom maka dapal ditemukan beberapa elemen negara
hukum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoncsia
1945 sehagai berikut:

Dicoy Yang dischuinya The e of lme adalah schagai bmriknla;.&rmquh:
Equaliiy before the lawfffue process af law Bahkan Inermational Comision of
Jurisd menambahkan prmsip peradilan vang bebas dan  lidak  memihak
Lindlependenice ard tompartialiny of fudiciany schagni prinsip koasep negarm hukam
vang demokratis

W Jlm..'\.mhid.ilir. Menyatakan bahwa terdapal boberapa prinsip negar hikam
vakn 1) Asas begalitas, pembatasan kebebasan warga nogara (oleh pemerintah)
harus ditemukan dasamya dalam wpdang-undang yvang mempakan peraturan
wmum. Kemauan undang-undang iba harus membenkan jamman {terhadap warga
negarn) dari tmdakan (pemerninh} yang sewenang-wenong. koluss, dan berbagni
jemis tindakan vang idak benar, pelaksansan wenenang oleh organ pemerintzh
bariid dikembalikan dasamyva pada undang-indang teetulis | vakon undang-undang
formal; 2Pertfungan hak asasi mansses (HAM). 3) Koterikatan pemuerintah
pada hubum. 4) Mopopoli paksann pemerintah uniuk menjamin pencgaloan
bukum: dan 3) pemgawasan oleh hakim vang merdeka dalam kal organ-ongan
pemerintah  melaksanakan dan mencgakkan amran-amre  bukum.  (Jimly
Asshuligie, Demokray dan Nomebras | Prosarena Memyn fodonega Bar |
Kapita Selebta Teord Nidar, FHEUL, Jakarta 20040, blm 141-144),
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1. Perlindun erhadap HAM.
2. Pemisahan/pembagian kekuasmsan,
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang,
4. Peradilgn adminisirasi vang berdir sendiri.
ataupun ekonomi, Olch karena ity istilah yang digunakan dalam
bahasa Inggris uniuk menyebut prinsip negara hukum adalah rufe of
fr, ot of man

Berdasarkan gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa
negara harus ikut campur tangan dalam segala bidang vakni politik,
sosial  dan  eratama  bidang  ckonomi, MNegara  harus
bertanggungiawab terhadap kescjahieraan rakyat dengan cara
memberi pemahaman pada pelaku usaha besar agar mau membatasi
diri dalam berusaha sesuai dengan clika bisnis vang sehat sena tidak
melakukan prakiik bisnis vang mengarah pada lindakan menopoli

* Jimly asndhiqie. Cragasan Negara Huknm Indonesto, PDF Created wit§lesk
PDF Writer ~Tral diveduh 4 Nopember 2011 menyvatakan babwa =..... dalam
konsep nogara hukum ini, dudealkan bahwa vang harus digadikan panglima dalam
dinamika kehidupan kenegaran adalah hukum, bakan politik ataupan ckonom,
Karenn ilu jargon yang binsa cigunakan dalam bahas Inggris ustuk menycbat
prinsip negara hukwm adalsh e rdde of foe, nor mos”. Yang dischal pemscrintal
pada pokokmya adalah hukum schagai sistem. bukon orang per orang yang hanya
bertindak schagna “wasvang™ dari skenano yang mengaturnya, Gagasan megora
bukem it dibangun  demgan mengembangkon peranghkat hukam iy sendin
sehagal slah sntu sistem yang fngssonal dan berkendilan, dikembangkon dengan
mehsls sipra sirukiue dan mifra struektur kelembagaan, politlk, ekononi, dan sosial
vang tertib dan toratur | serta dibna dengan membangun budaya dan kesadaran
Bukum vang razional dan impersonal dalim kebidupan masvarakat, berbangsa dan
bernegarn. Untuk it sisteen hiskum perhe dibangun (fow making).
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seria membenkan perlindungan pada pelaku usaha kecil agar dapat
berkiprah di bidang ekonomi.

Dalam konscpsi negara kescjahleraankemakmuran i,
negara dituniul uniuk memperluas tanggung jawabnya kepada
masalah-masalah sosial ckonomi vang dihadapi oleh rakyat banyak,
peran  individe unluk menguasai  hajal hidup rakvat  banvak
ditindakan, Perkembangan inilah vang memberikan legislast bagi
negara intervensionis pada abad ke-20."" Negara justru perlu don
bahkan harus melakokan intervenst dalam berbagai masalah sosial
dan ckonomi untuk menjamin terciptanya kesejahleraan bersama
dalam masyarakat

Pada sisi vang lain. Sri Redjeki Harono berpendapat bahwa
asas campur (angan negara terhadap kegiatan ckonomi merupakan
salah satn dari tiga asas penting vang dibutuhkan dalam rangka
pembinaan cita hukum dari asas-asas hukum nasional ditinjau dari
aspck hukum dagang dan ckenomi, Dua asas lain adalah asas
kescimbangan dan asas pengawasan publik. Menurut  beliau,
kegiatan chonomi vang terjadi dalam masyarakat membutuhkan

M Gunther Teubner menvatakan bahwa nogara kesejahtcrasn adalsh negara yang
auka mengintervensi (fervensionisr siafe). Senada dengan Tenbner, Lawrence
Friedman menyntaknn bahvwn pegarn kescjahi mlnlnh negnm yang sukn
n'lg,ulur{l'.l’n.- uvﬁ;l"uw-rrg,ufﬁ.rary xhade) uhag,aim.lm yung |:I|rL1I. ulul.;ru'm]m = e
sterte in o words, ix gionl mackine for making and apphidng b, 1t is Gl
mdu'hr af sociial contrdfllt socinl comrol which fx exercived thromggh fow_

The welfare siore and regilaiory slale ix a sfole commitied 1o progroms,
GovermalEl) i a problem solver, as well ax the guardian of faw”. [untber
Teubnes, T Trangformsanion of Law i The e Welafare State, dalam oifemomas
af few i the welnfare state, Editor Guniber Teubner. Walier de Gruter, Berln
1586, hlm. 3, 13,15, 0

a0




campur tangan negara, mengingal tujuan dasar ckonomi ity sendin
adalah untuk mencapai keuntungan. Sasaran tersebul mendorong
terjadinva berbagai penyimpangan bahkan kecurangan vang dapat
merugikan pibak-pihak terientu, bahkan semua pihak. Oleh karena
iln beliaw mencgaskan bahwa campur tangan negara lerhadap
kegiatan ckonomi secara umum dalam rangka hubungan hukin
vang terjadi tetap dalam botas-batas kescimbangan kepentingan
umum semua pihak. Campur tangan negara dalam hal ini adalah
dalam rangka menjaga kescimbangan kepentingan scmua pihak
dalam masvarakat, melindung  kepentingan  konsumen  dan
produsen, sckaligus  melindungi  kepentingan  negara  dan
kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan atau pribadi.*

Dalam hubungannya dengan indusin miel saal i, vakni
adanya ketidakscimbangan dan ketidakadilan antara ritel modern
dengan ritel tradsional. konsumen dan pemasok vang terjadi karena
discrahkan pada mekanisme pasar, Guna mengatasi hal demikian
maka pengaturannva harus diambil alih oleh negara (pemerintah)
melalui peran akufl negara, vang didasarkan pada kombinasi antara
teori kebebasan pasar dan Adam Smith dengan teon difference
principle dari John Rawls. Scbagai solusi atas ketidakadilan
distribusi ckonomi oleh pasar, maka sclain menjaga kebebasan vang
sama bagt semua, negara dituntul untuk mengambil langkah dan

kebijakan khusus tertentu vang secara kKhusus dimaksudkan untuk

* S0 Redjeke Hanono, Kepite Sefekie Bk Ekoncard, Mandar Maju, Bandung
2000, hlm. 13-15.
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membantu keadaan sosial dan ckonomi kelompok vang secar
obvekul tidak beruniung bukan karena kesalahannya sendiri, dan
mercka Ddak mampu untuk memperbaki kon disi ckonomi dan
sosialnya schagai akibal strukiur sosial vang ada. Indusiri ritel
modern maupun tradisional sangatlah dibutuhkan: dengan demikian
keberadaannya tidak boleh saling mematikan. Keberadaan pasar ritel
modern harus ditata agar tidak menghilangkan atau mematikan rigel
tradisional di pasar tradisional maupun di kampung-kampung. Untuk
it pemerintah harus mengambil tindakan scbhagai untuk melindung
dan mengembangkan peritel tradisional yvang meliputi produk.
produsen maupun gerai (eutler). 4!

Megara di satn sisi merupakan  pusat  pengambilan
kepuiusan vang pening dan kekuasaan administrasi, sedangkan di
sisi lmin merupakan sumber untuk membatasi tindakannya sendin
dan tindakan warga negaranva. Oleh sebab itu berdasarkan = Power
af Ecomomic Regufoation” vang dimiliki olch pemerintah untuk
mengatur pasar, pemerintah haros mengambil tindakan tegas kepada
siapa saja vang merugikan maupun vang melindungi pihak-pihak
vang melanggar hukum. Pemenntah tidak boleh mengeluarkan
peraturan perondang-undangan  vang hanya akan menguniungkan
atau melindungi pelaku ckonomi terentu. Keputusan apapun vang
dikeluarkan olch pemenintah haruslah letap berada dalam ranah

' Nanik Trhastuty, Pertembangan Industed Ritel of Indonesio - Swaty Kajian
Kocte .hfgﬂi. dalam Jumal Hukum Bismis Vol 31 Mo 2 Takon 2002, him. 522
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keadilan sosial, vaitu dalam rangka mewujudkan kescjahteraan bag

warganya. &

Peratwran  perundang-undangan merupakan sarana bagi
implementasi kebijakan publik, kebijakan publik akan menjadi
cfektif apabila dalam pembuatan maupun  implementasinya
didukung oleh sarana-sarana vang memadai. Adapun wnsur-unsir
vang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat perlaksana dengan
baik adalah sebagai berikut: *'

1. Kebijakan publik it harus menghindari adanya ketidakeocokan
dengan kebijakan publik vang lain atau dengan hukum yang tidak
tertulis yang berlaku di masyarakat,

2. Menmalitas petugas vang menerapkan hukum atag kebijakan harus
memiliki menial vang baik dalam melaksanakan suatu peraturan
atau kebijakan, bila tidak maka akan terjadi gangguan atau
hambatan dalam pelaksanaan lugasnya.

3, Adanya fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan
gangguan atau hambatan dalam pelaksanaannya,

4. Perlu adanya kesadaran dan kepatohan warga masyvarakat sehagai
obyvek dari peraturan agar sesuai dengan vang dikehendaki oleh
peraturan perundang-undangan tersebut,

B
Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses
kebijakan publik. Biasanyva implementasi dilaksanakan setelah

4 Manik Trhastuii, Thicd
41 Bambang Sunggono, Hukum dan bebijabar prbdic, | Smar Grafiks, Jakarta
15994, h. 158
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E:buuh kebijakan dirumuskan  dengan  mjuan  vang  jelas.
Implementasi adalah suain rangkaian  aktifitas dalam  rangka
menghantarkan kebijakan kepada masyarakat schingga kebijakan
terscbul dapal membawa hasil scbagaimana vang diharapkan.
Rangkasian kebijakan tersebul mencangkup persiapan scperangkat
peraluran vang mempalan interpretasi dari kebijakan tersebut
Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar schuah
kebijkan dapat mencapai tujuanmva, tidak lebih dan tidak korang
Uniuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua dua
piliban. yaitu langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk
program-program atay melalm formulas kebijakan dervate atan
wrunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk
undang-undang dan peraturan dacrah adalah jenis kebijakan yang
memerlukan kebijkan publik penjelas atan sering diistilahkan
dengan peraturan pelakzanaan. Kebijkan publik vang bisa langsung
dioperasionalkan antara lain Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan
Kepala Dacrah, Keputusan Kepala Dinas. dan schagainyva.
Penvelenggaraan pemerintahan, baik melalui administrasi
pemerintah, pembangunan maupun pelavanan kepada masvarakat
merupkan salah satw upaya peningkatan siabilitas polink dan
kesatuan bangsa. Pemberian otonomi kepada dacrah dimaksudkan
agar dacrah mampu bertanggung jawab unluk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu Pemda dituniut
untuk memberdayakan ckononomi masvarakat di wilayahnva

schingga kesejahieraan masyarakat dapat segera tercapai.
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Pembentukan perda Kota Semarang tentang Penataan Toko
Modern dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Ritel di Wilavah
Pemukiman Penduduk merupakan bagian dan vsaha pemberdayvaan
terhadap pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Schingga tercapai
keadilan berusaha antara pelaku usaha besar dan kecil dengan
demikion terhindar adanva friksi sosial akibat merajalelanva toko
modern di perkampungan vang scbagian besar dimiliki olch pelaku
usaha besar.

B. Praktik Empiris

Pelaku usaha kecil sebagm salah satu umsur pelaku usaha
keberadaannya mempunyai pengaruh vang cukup besar bag
kehidupan roda perekonomian rmkyat di  Kota Semarang.
Berkembang dan bertahannya  perkenomian  nasional  banvak
dipengaruhi oleh keberadaan pelaku usaha keeil vang tidak
tergovahkan akibat resesi ckonomi vang melanda ckonomi
Indonesia beberapa wakiu vang lalu dimana pelaku usaha bésar vang
keberadaannya banyak itopang olch kucuran kredit perbankan govah
bahkan hancur schingga sampai saat ini bangsa Indonesia hamus
menanggung hutang vang besar akibat kucuran Bantuan Likuditas
Bank Indonesia (BLBI) kepada para konglomerat.yang sebagian
bezar adalah para pemilik usaha vang digolonghkan scbagai pelaku
usaha besar,

Berdasarkan  kendisi tersebuwi  perlu  dilakukan upava
pengaturan terhodap keberadoan toke modem  di
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perkampungan/pemukiman penduduk vang sebagian besar dimiliki
oleh konglomerat agar pelaku usaha kecil menjadi terlindungi dan
berdaya schingga adanva ancaman kesenjangan sosial perekonomian
vang asclanjuinya akan mengakibaikan adanya keresahan sosial
vang berpolensi mengganggu keterliban sosial dan ketertraman
masavarakal dapat teratasi. Kebijakan pemenntah Kota Semarang
untuk memberdavakan usaha kecil adalabh wpava untuk menjaga
amanah Pﬁal 5 Tap MPR/XVI/1998 vang berbunyi:

“Usaha Kecil. Menegah dan koperasi schagai pilar utama
ekonomi nasional haras memperoleh kesempatan utama,
dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya
schagal wuajud keberpihakan vang tegas kepada kelompok
usaha ckonomi mkyat, tanpa mengabaikan peranan usaha
besar dan BUMN™

Sclain penataan terhadap toko modem, pemberdayaan
terhadap pelaku usaha kecil juga haris dilakukan dengan bimbingan
dan penyuluhan manajemen usaha, pengembangan usaha, kemitraan
dengan pelaku ckonomi vang lain vang lebib besar, bimbingan untuk
memperoleh dan meningkatkan permodalan vang akses ke Lembaga
kevangan, peningkatan kualitas sarana. bimbingan peningkatan
kualitas barang vang diperdagangkan. Dengan pemberdayaan usaha
kecil dapat meningkatkan pemberdavaan ckonomi kerakyvatan. Atas
pertimbangan tersebut di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah yang
bertujuan menata keberadaan toko modern di perkampungan dan
pemberdavaan usaha keciltoko rakvat di kota Semarang,

Pembeniukan Peraturan Dacrah Kota Semarang vang

bertujuan menata keberadaan toke modemn di perkampungan dan
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pemberdavaan usaha kecil secara sosial, poltik, dan ckonomi
merupakan  bagian  dari uwpava  uniuk  meningkatkan  dan
mengoptimalkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang
pemerinighan,  pembangunan, dan kemasvarokatan  scria
mewujudkan  aspirasi masyarakat yang berkembang di kota
Semarang.

Bcrdasarkan atas uraian di atas, wntuk mewujudkan aspirasi
masyvarakat di kota Semarang dan memenuhi kewajiban pemerintah
dacrah  scbagai pelavanan masyarakat (public service) scria
pemberdavaan (empowernent) akan peningkian mulu vang efekul
dan cfisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di
kota Scmarang, maka sudah scharusnya Pemerintah Kota Semarang
membeniuk Peraturan Dacrah tentang Penataan Toko Modern dan
Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Ritel di Wilavah Pemukiman
Penduduk.

a7




BAB IIT

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Fi

Kegiatan pembangunan dagrah scbhagai bagian intcgral darni
pembangunan nasional dilaksanakan henﬂmrknﬁdnsip olonomi
dacrah, Hal i ditmukan wnwk memben  kesempatan  bagi
peningkatan  demokrasi  dan Kinerja  daerah  dalam  rangka
meningkatkan  kesejchieraan  masyvarakal di kota  Scmarang.
Penyelenggaraan pergeriniah Kota Semarang sebagai subsistem
negara dimaksudkan pniuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaran pemerintah dacrah dan pelayanan  masyarakat
Schagai dacrah otonom. kota Semarang memiliki kewenangan dan
tanggung jawab menvelenggarakan pelavanan kepada masvarakat
berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi aktif masvarakat, dan
wajib melaksanakan pertanggungjawaban  kepada masyvarakat,

Banyvaknya pelakun usaha kecil vamg mati di wilavah
pemukiman/perkampungan penduduk vang berpotensi
menimbulkan  kerawan  sosial  diperlukan  penataan kembali
keberadaan toko modem  wilavah  pemukiman/perkampungan
penduduk. Untuk menghadapi kondisa seperti imi harus dicarikan
solusi dengan menerapkan sistem kebijakan penataan kembali toko
modemn di pemukiman penduduk dan pemberdayaan pelaku usaha
keeal nel.
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Jika keberadaan toko modem di wilavah pemukiman tidak
dibenahi maka akan berpoiensi mengganggu siabilitas nasional
akibat semakin bernambahnya kemiskinan vang menyebabkan
semakin melebamya jurang/gap angiara si miskin dan si kava. Hal
vang demikianlah yang menjadikan jawaban atas pertanyaan
mengapa pelaku usaha kecil harus dilindungi atau diberdavakan™

Schagmimona  diketahuwi  bahwa  tujuan  utama
diberlakukannva Undang-undang Persaingan Usaha adalah untuk
lmimn&cﬁsicnsi di bidang ckonomi scbagaimana dischutkan
didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (ersebul.
Dengan efisicnsi maka akan tercapai pertumbuhan ckonomi,

Tuuan  Undang-undang  Persaingan  Usaha  vang

rmotifkan  cfisiensi ckonmomi  ©idaklah  bertentangan  dengan
Undang-undang Dag Negara Republik Indonesia 1945
sehagaimana tenuang di dalam Pasal 33 Avat (4) yvang berbunyi:
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebemsamaan, efisicnsi
berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,
kemandirian, serta  dengan menjaga  Keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dari bunyi ayat tersebul kalimat efisiensi berkeadilan
perlutah dicermati karena kalau hanya berdasarkan efisicnsi maka
akan semakin mengokohkan bahwa sistim perckonomian Indonesia
didasarkan pada faham liberal. Sebagaimana diketahui balwa dalam
faham liberal pihak swasta diberikan kebebasan untuk melakukan
usaha tanpa adanya campur langan pemerintah atau dengan Kata lain
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meminimalisasikan peran n:gnm.“dqpahilu hal vang demikian
terjadi maka pelaku usaha kecil tidak akan mampu bertahan
berhadapan dengan pelaku usaha besar.

Berdasarkap, Pasal 33 Avat 4 terscbui maka pengecualian
yang diberikan olch Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 erhadap
pelaku usaha kecil sejatipva bukanlah scbuah penvimpangan
terhadap mandat konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, Pengecualian  berlakunya  undang-undang
Antimonopoli terhadap pelabku usaha kecil juga dilakukan di
beberapa negara. Amenka Serikat misalnya. Undang-undang Anti
Trust menurut Terry Calvary mantan pejabat Komisi Perdngangan
Federal bahwa pada masa awal tujuan kebijakan persaingan adalah
untuk mendorong perusahaan kecil alaw melindungt pelaku usaha
kecil

Memang pada awal berlakunva Undang-undang Persaingan
Usaha terdapat beberapa pendapat vang sctuju dan tidak sctuju
adanya pengecualian terhadap pelaku usaha kecil. Misalnya berdasar

* Dvafl aval nynt 4 Pasal 33 UL 1945 menspakan suato penyelewengan yang
akan dapat melumpuhlan  (disempowering) paham “kebersamaan dan asas
kekelnargaan®, atan minimal mendistors Pasal 33 UUD 1945 dengan paham
individualism dan beralism ckonomi. Taikala Ayat (4) Pazal 33 UUD perubaban
2002 dalamn peoses amandemen UIUD 1945 dipertabankon mati-matian okh
kelompok ckonom: liberalis melaler tangan-tangannya di PAH-1 BP MPR., maka
tichak lain yang bisa dilakukan hanyalah melumpuhkon paham liberalism ekonomi
dengan menyvisipkan perkataan “berkeadilan® dibelakang perkataan “efisicnsi”
sohingea berubah menjadi efisionst berkeadilan™. Pasal 33 UUD 1945 adalah sat-
satuniva pasal dalam LFUTY 1945 yvamg menurjuk pada ssiim ckonomi, schingga
mempakan asad dassr  bagi perckonomian nasional yang terang-teramgan anti
liberal { baca Sn Edi Swasono, Op O, hlm 358-161)

¥ Busanti Adi Nugroho. Pengeturan Persaingan Dsohe [N Dedomesi,
Pulithang Thklat Mahkamah Agung. Jakarta 2001, him. &1
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laporan hasil penelitian dari Research on Business Actors Awareness
on the Enfpreement of the Compelition Law and Awarenesson the
New Commission menvatakan bahwa di beberapa kota besar di
Indonesia tidak menyeiujui dikecuahkannva pelaku usaha kecil
karena pengecualian ini bertentangan dengan asas persamaan di
hadapan  hukum  (equality  before e Taw), Serta  adanva
kekhawatiran bahwa dengan diberikannya pengecualian ini pam
pelaku wsaha keeil dapat memiliki peluang untuk melakukan
monopoli dan persaingan usaha tidak schat, disamping tidak jelasnya
kritena pelaku usaha kecil schingga dapat berakibat  bagi
penyalahgunaan status atw posist yang dimiliki oleh pihak-pihak
vang mengambil keuntungan dengan berlindung  dalam posisi
terscbui.  Schaliknyva pihak vang menyetujui menyatakan bahwa
pengusaha kecil bagaimanapun masih membutuhkan perlindungan
agar dapat berkembang dan juga karena alasan sosial bahwa posisi
pengusaha  kecil i lemah schingga dinilad  tidak  mungkin
melakukan monopol.*

Selain tidak  bertentangan  dengan mandat  konstitusi
Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia 1945
pengecualian terhadap pelako vsaha kecil juga dapat dibenarkan
berdasarkan analisis ckonomi atas hukum. vakni digunakannva
hukum sebagai alal untuk menjaga kestabilan  perekonomian
nasional menuju negara vang s¢jahtera. Hal ini penting bagi hukum
untuk menentukan aspek-aspek penting dalam praktik hukum vang

8 Cienty Adds Nuynhn. f}p.i’ 1., hlm, 62
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tepat (proper legal praciice) di dalam kinera perckonomian, karena
hukum vang solid akan berfungsi membaniu negara  dan
masyarakatnya menggapai cita-citanva. Ketika hukum seperti ini
ada, hukum berfungsi schagai alal sosial yang mempromosikan
cfisiensi ckonomi, schingga ke giatan hukum berjalan senada dengan
prakiik-prakiik sosial lainava. ¥ Hukum harus menjadi alat bagi
terciptanya kescjahteraan dalam masvarakat di semua lapisan dan
tidak boleh menjadi alat bagi kepentingan asing untuk mengambil
kekavaan vang ada dalam wilayvah negara Indonesia,

Pengecualian terhadap pelaku usaha kecil sudah selavaknyva
dilakukan karena berdasarkan beberapa penclitian pelaku usaha
kecil di Indonesia menempati ranking pertama schagai penyerap
lapangan kerja dan terbukti iclah mampu menjadi katup pengaman
sosial ketika negen ini terkena resesi ckonomi dimana sehagaian
besar pelaku usaha besar dan konglomerasi kolaps, pelaku usaha
kecil tidak terdampak sedikitpun. Selain itu hampir dibanyak negam
besar dan maju pelaku usaha kecil mendapatkan perhatian vang
besar dari negara-negara terscbut karena terbukti tangguh dalam
menghadapi resesi ckonomi dan menjadi mlang punggung negara
dalam penyvediaan lapangan kerja serta menjadi  penvelamat
perckonomian di negara-negara maju.

Berdasarkan hal tersebul di atas, untuk mewujudkan
harmonisasi masvarakal antara pelaku usaha kecil vang berbentuk

*" Fajar Suganio, Ecomamic Approach o Law Serd ), Kencana Preands Media
Group, Jakaria 2003, hlm. 93
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usahaftoko rakyatl dengan pelaku usaha besar vang berbentuk toko
modern schingga tercipta ketertiban dan  keamanan maka perlu
dibenuk  Perauran Daerah Penataan  Toko Meodem  dan
Pemberdayvaan Usaha Kecil Ritel di Wilavah Pemukiman di koia
Scmarang,

B. Landasan Sosiolog

Meningkainva jumlah lenaga kega vang vang hdak
seimbang dengan  jumlah lapangan  Kerja  vang  tersedia
mengakibatkan bertambah besamyva angka pengangguran, Hal ini
menychabkan banyak masvarakat vang kemudian bekerja atau
berusaha pada sektor informal vang merupakan bagian dari usaha
kecil bahkan gurem di  kota-koia besar gdi  Indonesia.
Pedagang/Pelaku usaha kecil muncul schagai akibat ridak
tersedianya lapangan pekerjaan bagi mkyat kecil vang tidak
memiliki kompetensikemampuan dalam berproduksi dan meraih
kesempatan kerja sehagai akibat kebijkan perekonomian nasional
vang lebih condong kearah liberal, Perlu diingat bahwa scjumlah
sekitar 10 % dan total penduduk Indonesia menggantungkan
hidupnya dengan beruaha scbagai pedagang eceran/ritel vang
merupakan bagain pelako usaha kecil.

Terbatasnva dukungan kebijakan, membuat sckior usaha
kecil ritel tidak nyaman dan aman schingga berdampak buruk pada
maia pencaharian penduduk karcna kalah bersaing dengan pelaku
usaha besar yang menjelma dalam bentuk toko modem berjaringan
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vang muncul di pemuokiman penduduk. Berangkat dan fenomena
terschbut merupakan scbuah kewajiban bagi Pemerintah Koila
Semarang untuk menerbitkan Peraturan Dacrah entang Penataan
Toko Modemn dan Pemberdayaan Pelaku Usaba Kecil Ritel di
Wilayah Pemukiman Pendudek Kota Semarang,

Rancangan Peraturan Dacrah Penataan Toko Modermn dan
Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Ritel di Wilavah Pemukiman
Penduduk Kota Semarang diharapkan Em‘npu memberikan rasa
keadilan bagi semua pelaku usaha, vakm pelaku usaha besar, pelaku
usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Keadilan merupakan ruh
dari hukwm dan kehidupan. Terdapat berbagai macam makna
tentang  keadilan vang didasarkan pada sitwasi kondisi suato
masyarakal dalam mencan arti keadilan vang berjalan seinng
perkembangan masyarakat. Konsep keadilan vang berubah-ubah it
sendiri {bersifal refatif) merupakan sehuah proses vang terus berjalan
seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  dalam  menuju
kesempumaan,

Dalam sejarah  perjalan kehidupan manusia  terdapat
beberapa pemikiran tentang keadilan. Scorang pengarang Roma
vang bemama Ulpianus yang dalam hal ini mengutip dani scorang
vang bermama Celsus, memberikan pengertian keadilan schagai
“tribuere eufgue sum” vang diarbkan schagar “membenkan kepada
seliap orang apa vang menjadi haknva™. Ada tiga hal vang selalu
menjadi ciri khas keadilan, vaitu: keadilan tertuju pada orang lain
{tidak mungkin terhadap din sendin), keadilan harus ducgakkan
{keadilan tidak hanva dianjurkan atau diharapkan saja). dan keadilan
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menuniut persamaan (harus memberikan kepada setiap orang apa
vang menjadi haknya, tanpa kecuali),* Kata adil sendiri schetulnyva
berasal dari bahasa Arab adola vang bermakna fenmgoh atan
periengahan dori makna ini kata adala disinonimkan dengan wesdh
vang menurunkan kata wasit, wasif, vang berarli penengah atau
orang vang berdiri ditengah vang mengisvaratkan sikap vang adil.

Kata adala dalam bahasa Arab scjatinva mempunyvai anti: . tegak

lurus atau meluruskan: 2. untuk duduk luros atau langsung: 3. untuk

menjadi sama atau menvamakan: atan 4, untuk menveimbangkan
atau bobot pengimbang. ™

Pada hakikatnya keadilan mempunyai berbagai macam
makna yang tergantung dar sisi mana kita memandangnya.  Hal
mana menyebabkan terdapat berbags macam pengertian fentang
keadilan i, Dan sisi etika bisnis scbhagaimana dikemukakan oleh

John Boatright dan Manuel Velasquez, keadilan dibagi menjadi:

1, Keadilan distributif (distributive justice): berdasar keadilan
distributif ini negara mempunvai tugas membagi segalanva
dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat,
Renefits and Burdens, hal-hal vang enak untok didapat mawpun
hal-hal vang menuntut pengorbanan, harus dibagi dengan adil,

B Bertens. Cp.Cir, him, (5
¥ Majjid Khadhur,, The fefounc conceprion of Justiee, The Jobms Hopkins
University Press, Baltimore and London 1984 dalam Mabmutsrom HRE.
Rekonsirckst Konsep Keadifar, BEP Undip, Semarang 2009, hlm. ¥1-32
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2. Keadilan retributi§l (refributive justice): berkaitan  dengon
terjadinya kesalahan, hukuman atau denda vang diberikan
kepada orang vang bersalah haruslah bersifan adal.

3. Keadilan kompensatoris {compensatory fustice): Berdasarkan
keadilan ini orang mempunyai  kewajiban moral  untuk
memberikan kompensasi atau panti rugi kepada orang alau

instansi vang dirugikan,

Dari  berbagai macam  keadilan  terscbut.  keadilan
distributifiah vang paling banvak menimbulkan Kesulitan karena
berhubungan dengan masalah membagi vang tiap-tiap orang berbeda
kepentingan dan kebutwhannva sedangkan barang vang tersedia
ferbaias. Agar tidak salah dalam membagn maka dalam tcon clika
terdapat dua macam prinsip untuk keadilan distributive, yaitu prinsip
formal dan prinsip matcrial. Prinsip formal dirumuskan schagai
“equals eught fo be trated equally ard umequeguals may be freated
smegually” Fgual bisa dimengerti sebagai “orang-orang vang sama’,
“kasus-kosus vang sama dan scbagainya, Jadi, prinsip formal
menvatakan bahwa kasus-kasus vang sama harus diperlakukan
dengan cara yang sama sedangkan kasus-kaus vang tidak sama dapat
diperlakukan dengan tidak sama. Agar menjadi jelas. perle
digambarkan schagai berikut, vaitu terhadap dua mahasiswa yang
mengenakan soal-scal vang sama scorang dosem tidak bolch
memberikan nilai vang berbeda dengan menambah nilai untuk satu
mahasiswa, sedanghkan vang lain Gdak dengan alasan bahwa

mahasiswa tersebut adalah anaknya.
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Prinsip vang lain adalah prinsip material vang melengkam

prinsip formal terscbul di atas. Prinsip material ini memberikan
patokan bahwa keadilan distributil dalam konteks ckonomi dan
bisnis dapat terwujud bila didasarkan pada hal-hal sebagai berikui:

1.

!...l

i,

Bagian vang sama,
Menuril prinsip ini kita membagi deagan adil jika kita membagi
kepada semua orang vang berkepentingan diberi bagian vang

sama.

. Kebutuhan,

Pringip ini menckankan bahwa kita berlaku adil. bila membag
sesual kebutohan yang didasarkan pada misalnya, usia anak-anak,
remza, dewasa,

Hak.

Hak merupakan hal wvang penting bagi keadilan, termasuk
keadilan distributil. Scorang pekerja akan mendapatkan haknyva
sesuai dengan masa kerja vang tclah diatur secara ringi dalam
perjanjian kerja.

. Usaha

Pada prinsip imi pembagian keadilan didasarkan pada usaha
sescorang lembur, misalnya, Karyawan yvang bekera lebih lama

akan mendapatkan vang lembur.

. Kontribusi kepada masyarakat,

Seorang pejabat boleh diperlakukan berbeda dan orang biasa
karcna kontribusinya kepada masyarakat lebih besar,

Jaza.
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Berdasarkan prinsip ini jasa dapat menjadi alasan  tdak
diberikannya sesuaiu kepada orang lain. Misalnva, seorang vang
prestasinva lebah bk dibandingkan pekerja lannya berhak
mendapatkan bonus.

Berdasar prinsip-pringip di atas, K. Bertens, mengintroduksi

beberapa teori tentang keadilan distributil’ vang terbagi dalam tiga

teori, yaitu:*

I,

Teori cgalitarianisme
Berdasar teori ini membag disebut adil bila dibagi secara sama

rata, sama rasa fequal),

. Teon sosialisus

Teori im berpendapat bahwa  seswatu  dianggap adil ila
didasarkan pada kebutuhan dasarmya. Menurut penganut teori ini
masvarakal diperlakukan dengan adil bila semua kebutuhan
warganva terpenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan,
dan papan.

. Teor hberalistis.

Liberalisme menolak pembagian atas dasar kebutuhan dasar
sehagaimana teon sosialisme di atas. Hal ini karena manusia
adalah mahluk bebas, schingga pembagian harus didasarkan pada
usaha individu-individu yang bersanghutan. Mercka yvang tidak

berusaha tidak mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu.

K. Bertens. Cp.Cir, him. 99 1K)
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Tidaklah mungkin suatu negara menganut salah satu teon
disebul di atas secara mumi, apalagi di dalam masyrakal vang sudah
sangat kompleks seperti sckarang ini. Kesejahteraan seseorang tidak
mungkin bisa didapai begiin saja bila hanva didasarkan pada
kemampuan  individu  belaka, terdapat  banvak fakilor yang
mengabibatkan tidak mungkin tercapainva  kesejahieraan oleh
sescorang, misalnya  karena  sistem  sosial vang ada  dalam
masvarakat. Pelaku usaha kecil dan pelako usaha besar  akan
mendapatkan hasil (penghasilan) yang berbeda walaupun sama-
gama telah bekerja Keras. Untuk itu dibutuhkan kehadiran peran
negara agar pembagian pendapatan tersebut berjalan dengan adil..

Uniuk menjawab kebutuhan keadilan vang sangat diperlukan
dalam masvarakat, dengan  mehhal  semakin kompleksnya
permasalahan vang ada serta semakin mengglobalnya pasar yvang
ditandai dengan semakin sengitnya persaingan bisnis antar pelaku
usaha, Persaingan bisnis vang demikian imi telah mengakibatkan
sejumlah dana dalam jumilah besar dan korporasi dan badan-badan
keuangan guna membiaval dan mengarahkan politik dan kebijakan
publik demi kepentingan mercka vang tergolong pelaku usaha besar
bahkan konglomerasi, Sesuaty vang dapat merusak demokrasi.

Kecenderungan  perckonomian  vang  mencari itk
keseimbangan antara dimensi individual dan sosial manusia, antara
peran pasar dan peran negara.  dalam  rangka melahirkan
perckonomian vang lebih  berkeadilan mendapatkan  topangan
teonus dan John Rawls, scorang pemikir “hiberal kin® Dalam

bukunya vang begudul “A Theory of Justice” menggabungkan
55




konsep hak milik individu dan John Locke, kemauan hidup bersama
demi terpenuhinva kebuiuhan dan kepentingan bersama (social
comtract) dan Jean jaques Rousscau, dan kemauan melakukan
“kebaikan” pada orang lain tanpa iendensi apapun sesuai dengan
aturan formal dari Immanue] Kant

Berdasarkan kerangka teori di atas, Rawls mengasumsikan
masyarakat schagai kumpulan individu vang berdimensi ganda, di
safu sisi sehagail mahluk sosial vang bersedia bersatn karena adanya
ikatan untuk memenuhi kepentingan bersama, di sisi lain, scbagai
mahluk individual vang masing-masing mempunvai pembavwaaan
{modal dasar) vang berbeda, vang tidak bisa dilcbur begitu saja ke
dalam kechidupan sosial. Permasalahannya adalah  bagaimana
menyerasikan antara kehendak memenuhi hak-hak dan pembawaan
individu, dengan kewajiban sosial demi memenuhi Kebutuhan dan
kebajikan kolektf vang dapat menciptakan hubungan sosial vang
berkeadilan.

Teori Rawls berusaha menjawab tantangan tersebut dengan
mendefimsikan keadilan sebagan kewajaran “fiveness ", Fairness
adalah kescdiaan untuk memberikan apa vang wajar kepada scmua
orang dan dengan “wajar” dimaksudkan apa vang bisa disetujui oleh
semua pihak vang terlibat dalam suaty ransaksi. fmsider troding
adalah contoh transaksi yang tidak farr karena tidak semua orang
mendapatkan informasi vang sama mengenai suatu barang vang

diperjualbelikan.”’ Rawls mengajukan dua prinsip keadilan schagai

K. Bertens. Ibid hlm. 77
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basis wntuk menjaga harmonisasi antara hak individu  dengan
kewajiban sosial.

Pertama, prinsip kesctaraan kebebazan “principleo) equal
liberty”, bahwa setiap orang memiliki kebebasan dasar vang sama.
Kebebasan dasar int meliputic (1) kebebasan politik, (2) kebeasan
berpikir, (3) kebebasan dani tindakan sewenang-wenang, (4)
kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekavaan,

Kedua, prinsip perbedaan (the principle of difference), bahwa
perbedaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ckonomi dan
gogial. harus digtur sedemikian rupa, dengan perlakuan yvang berbeda
pula, schingga (1} dapat menguntungkan setiap orang khususnya
orang-orang vang sccara kodrati tidak beruntung, dan (2) sesuai
dengan kedudukan dan fungsi-fungsi bagi semua orang.*

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Rawls menghendaki
bahwa setiap orang harus diperlakukan secara setara, kecuali jika
dengan kesetaraan perlakuan ity dapat menimbulkan ketidakadilan
vang lebih besar. Dalam kondisi sepeni itu. perbedaan dalam
perlakuan diperlukan dalam rangka menghadirkan keadilan sosial,
Di sinilah institusi negara memainkan peran penting.

Teori keadilan versi Rawls merupakan refleksi pemikiran
inti‘gabungan  dari beberapa teori etika bisnis vang dikenal
sebelumnya yang sangal sulit diterapkan bila hanya secara parsial
atau terlalu berat schelah dalam mengukur suatu perbuatan dengan

* John Rawls, A Theory of Justice, Pencgjemah Uzair Buzan dan Hem Prasetyo,
Pustaka Pelajor, Yogvakarta 2006, him, 72-73. Boca jugs Yudi Latf, Negora
Paripurersa, Girumedin Pustaka Ultama, Jakarta 201 1, hlm. 578-579
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prinsip atau norma, Beberapa teori terschut misalnyva utilitarisme,
teori hak dan teori keutamaan. Ulilitarisme beranggapan bahwa
suatu perbuatan dianggap baik jika membawa manfaat bagi orang
banyak “ihe greafest happiness of the greafest mumber”. Teor ini
Jjuga discbut dengan teoni teleclogis yang | dari kata Yunani
felos  vang berarti twjuan. Menurl ton ind kualitas etis suatu
perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan, Perbuatan
vang memang bermaksud baik namun tidak menghasilkan apa-apa.
menurut utiliatansme tidak pantas dischut baitk, Perbuatan vang
mengakibatkan paling banyvak orang merasa senang dan puas adalah
perbuatan yang terbaik,

Teori deontologl. Deon dalam  bahasa Yunani  berarti
kewajiban. Oleh schab itw teon i sering discbut juga tcori
kewajiban. Yang menjadi dasar bagi penilaian baik buruknya scbuah
perbuatan adalah kewajiban misalnya kewajiban berdasar agama.
Imanucl Kant (1724-1804) adalah orang vang memben dasar
filosofis weori ini. Menuwrat Kant perbuatan adalah baik jika
dilakukan karena harus dilakukan tanpa svarat apapun, misalnyva jika
meminjam barang maka harus dikembalikan.

Teon hak berpendapal perbuatan adalah baik jika sesum
dengan  hak manusia Sedang tcori  kewiamaan. Teori ini

mlokuskan seluruh manusia sebagai pelaku moral yang
memandang sikap atau atau akhlak scseorang. Tidak ditanyakan
apakah suatu perbuatan erentn adil, atau jujur, atan murah hati,
melainkan apakah orang it bersikap jujur, adil. murah hati, dan
schbagainya. Teori keutamaan tidak mendasarkan suatu perbuatan
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manusia sebagal pribadi, namun schagai bagian dan scbuah
komunitas.

Berdasarkan prnsip pembedaan (the principle of difference),
vang diajukan olch Rawls terschut di atas maka Rancangan
Peraturan Dacrah Penataan Toko Modemn dan Pemberdavaan Pelaku
Usaha Kecil Ritel di Wilavah Pemukiman Penduduk di Kola
Semarang dibuat dan diharapkan mampu menjawab permasalahan
tentang kepastian hukum vang berkeadilan dalam berusaha bagi
sehiap warga negara di kota Semarang vang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dimana dengan dibentuknyva Perda vang
bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pelayanan
masyarakat di  bidang pemenntahan,  pembangunan,  dan
kemasvarakatan  serta mewujudkan  aspirasi masyarakal  kota
Semarang, schingga diharapkan nantinya  penvelenggarsan
pemerintahan di kota Semarang dapat berjalan secara optimal dan
clekuf,

C. Landasan Yuridis

Kajian vuridis merupakan pertimbangan secara hukum
bahwa Peraturan Dacrah tersebul mempunyai landasan hukum yang
kKuat untuk diberlakukan di kota Semarang. Peraturan perundang=
undangan vang dapat dijadikan scbagai dasar Peraturan Dacrah Kota
Semarang Tentang Penataan Toko Modemn dan Pemberdayaan usaha
Hii riiel di Wilayah Pemukiman Kota Semarang antara lain:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
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2. MPR XVIMPRA998,

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan,

4. Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

rah jo Undang-undang Momor 12 Tahun 2008,

5. Undang-undang Nomaor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang,

6. Updang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMEM,

7. Undang-undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembeniukan

iran Perundang-undangan.

%, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakuk
Monopoli dan Persaingan Usaaha Tidak Sehat.

9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaann  dan
Toko Modern.

10, Peratoran  Menten Pcrdaganga& Nomor  53/M-
DAGPER/N 22008 Jo Permendag 7042013 Tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjann
ﬁn Toko Modern.

11, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 9 Tahun
2011 temang Pedoman Pasal 50 H Undang-undang Nomer 5
Usaha Tidak Sehat.




BAB IV

RUANG LINGKUF MATERI MUATAN

Pengaturan  materi dan susunan  Rancangan  Peraturan

Dacrah Kola Semarang temtang Penataan Toke Modern dan
Pemberdavaan  Pelaku Usaha Kecil di Wilayah  Pemukiman
Penduduk, antara lain:

BABI

BAB Il

KETENTUAN UMUM

Bab ini berisi temang Pengertian-pengertian
dari istilah-istilah vang akan dipergunakan lebih
dari satu  kali dalam pasal-pasal dalam
Rancangan Peraturan Dacrah Kola Semarang
tentang  Penataan Toke  Modem  dan
Pemberdavaan Pelaku Usaha Kecil di Wilavah
Pemukiman Penduduk.

RUANG LINGKUP DAN TUIUAN

Pada bab ini dipelaskan mengena twjuan dan
ruang lingkup Rancangan Peraturan Dacrah
Kota Semarang tentang Penataan Toko Modern
dan Pemberdavaan Pelaku Usaha Kecil Ritel di
Wilayah Pemukiman Penduduk.,

¥ Susunan Raperda inl terinspirasi dari naskah akademik Raperds Kota Kediri
2013 dan Kota Mataram 2016
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BAB I

BAB IV

BAB W

BAB VI

BAB VII

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bab i menjelaskan kewajiban apa saja vang
harus dilaksanakan dan dipenuhi  oleh
Pemerintah Dacrah Kota Semarang.
PENATAAN TOKO MODERN DAN
PEMBERDAYAAN  PELAKU  USAHA
KECIL RITEL

Pada bab ini dijclaskan mengenai Penataan
Toko Modern dan Pemberdavaan Pelaku Usaha
Kecil Ritel di Wilayah Pemukiman Penduduk.
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bab ini menjelaskan mengena hak, kewajiban,
serta lamngan Toko Modem.
FEMBERDAYAAN  PELAKU  USAHA
KECIL RITEL

Bab ini menjelaskan mengenai 133 cara
pelaksanaan pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil
Ritel oleh Pemerintah Kota Semarang.
MONITORING, EVALUASI, DAMN
PELAPORAN

Bab ini menjelaskan mengenai fala cara
pelaksanaan Monitoring.  Evaluasi  dan
Pelaporan Penatasn Toko Modem dan Pelaku




BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB X1

BAB XII

Usaha Kecil Ritel oleh Pemenntah Kota

Semarang.

FEMBINAAN, PEMGAWASAN., DAN
PENERTIBAN

Bab ini menjelaskan  mengenai @la  cara
pelaksanpan Pembinaan, Pengawasan  dan
Penertiban Toko Modern oleh Pemerintah Kota
Scmarang,

PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai tata cam
Pendanaan  pelaksanaan Tokoe Modem dan
Pelaku Usaha Kecil Ritel olch Pemenntah Kota
Scmarang.

SANKS]

Bab ini menjelaskan mengenai Sanksi vang
dapat dikenakan bagi parn  pihak  vang
melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Ko
Semarang tentang Penataan Toko Modem dan
Pemberdavaan Pelaku Usabha Keeil Rnel di
Wilayvah Pemukiman Penduduk.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bab ini menjelaskan mengenal ketentuan lebih
lanjut dalam peraturan dacrah lainnya,
KETENTUAN PENUTUP

&7




Bab ini menjelaskan pemberlakuan Peraturan
Dacrah dan  Pengundanganmva  dengan
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota

Semarang.
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BAB Y

PENUTUP

A, Kesimpulan

|. Tujuan Pemerintah  Kota  Semamng  dalam  rangka
meningkatkan kesejahicraan dan pelayanan masyarakat di
bidang pemcrintahan, pembangunanm, dan kemasyvarakatan
serta mewunjudkan aspirasi masvarakal v, berkembang
sesual dengan perkembangan kemampuaan ckonomi, polensi
daerah. sosial dan budava. sosial politis. jumlah penduduk.
dan luas dacrah harus segera diwujudkan dengan berbagai
cara dan salah satunva adalah melalui  pembentukan
Peraturan Dacrah Kota Semarang tentang Penataan Toko
Modern dan Pemberdavaan Pelaku Usaha Kecil Ritel di
Wilavah Pemukiman Penduduk.

2. Perangkat hukum vang diperlukan dalam rangka memberikan
kepastian hukum, kesempatan vang adil dealam berusahan,
serta pedoman vang jelas dan sesuai dengan kondisi sant ini
terhadap penataan loko modem dan pemberdavaan pelaku
usaha kecil ritel di wilavah pemukiman penduduk di kota
Semarang perlu segera diwujudkan.




B. Saran

Pembentukan Peraturan Dacroh Kota Semarang tentang
Penataan Toko Modern dan Pembsdrdavaan Pelaku Usaha
Kecil Ritel di Wilavah Pemukiman Penduduk adalah uniuk
memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Semarang sehagai
pelavan masvarakal (peblic service) serta mengupavakan
pemberdavaan fempowerment) akan peningkatan mutu
vang efektilfl  dan  efisien  dalam  pelaksanaan
penvelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang  harus
sepera direalisasikan.

Pembentukan  peraturan  daerah  dimaksud  harus
membenkan keamanan, kenyvamanan, kepastian hukum,
kepastian berusaha bagi semua pelaku usaha, dan pedoman
vang jelas dan sesuai denmgan kondisi saat ini bagi
masvarakat di kota Semarang.

Pembentukan Peraturan Dacrah Kota Semarang fentang
Penataan Toko Modern dan Pemberdavaan Pelaku Usaha
kecil Riel di Wilayah Pemukiman Penduduk dapat
menjadi pavung hukum dalam pelaksanaan pencrtiban,
penataan toko modem, dan pemberdavaan pelaku usaha
kecil ritel di wilavah pemukiman penduduk. Schingga
nanhinva pelako vsaha kecil akan memadi kekuatan
ckonomi masvarakal vang dapal memberikan kontribusi
bagi perkembangan  pembangunan  kota  Semarang

khususnya dan Indonesia pada wmummya.
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